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ABSTRAK 
Guntur Manasyeh Sumule (B11109471) Peran ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam 
Penegakan HAM ASEAN (Tahun 2009-2015). Penulisan skripsi ini 
dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing sebagai pembimbing I dan 
Laode Abdul Gani sebagai pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi 
dasar pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission On Human 
Rights (AICHR) dan untuk mengetahui bagaimana penegakan HAM di 
ASEAN dalam kurun waktu tahun 2009-2015 pasca dibentuknya ASEAN 
Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan Indonesia untuk 
AICHR yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Perpustakaan Unit Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin yang bertempat di Makassar. Metode penelitian yang 
digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara terhadap berbagai 
narasumber yang berkompeten serta penelitian kepustakaan atau library 
research. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis 
secara deskriptif kualitatif  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembentukan ASEAN 
Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) 
dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran  HAM yang terjadi di 
kawasan Asia Tenggara dan merupakan tujuan serta prinsip Piagam 
ASEAN mengenai Promosi dan Proteksi Hak Asasi Manusia. AICHR 
Kemudian secara resmi terbentuk melalui Deklarasi Cha Am, Hua Hin 
pada tahun 2009 yang didasari oleh Pasal 14 Piagam ASEAN. (2)  Dalam 
praktiknya, dari dua fungsi yang dimiliki AICHR  hanya fungsi promosi 
yang bisa berjalan maksimal. Fungsi proteksi kurang maksimal karena 
adanya keterbatasan mandat yang diberikan dalam TOR AICHR. Prinsip 
non-intervensi juga memberikan pengaruh kurangnya tekanan yang 
mampu diberikan AICHR terhadap negara-negara untuk menegakkan 
HAM di negaranya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut pada 
hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antarnegara, 
karena kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak 
banyak negara.1 
Kerjasama dapat diadakan dalam rangka hubungan bilateral (2 
negara) yang hanya menyangkut masalah dua negara, dan dapat 
diadakan dalam rangka hubungan multilateral yang menyangkut 
masalah banyak negara.Hubungan internasional yang bersifat 
multilateral itu merupakan perkembangan dari hubungan bilateral yang 
sudah lebih dahulu ada sejak abad ke-16 melalui pertukaran-pertukaran 
utusan masing-masing negara atas dasar persetujuan bersama. 
Salah satu cara agar negara dapat mencapai tujuannya yaitu 
dengan membentuk dan bergabung dengan sebuah organisasi 
internasional. Dalam membentuk organisasi Internasional, negara-
negara melalui organisasi itu akan berusaha untuk mencapai tujuan 
yang menjadi kepentingan bersama, dan kepentingan ini menyangkut 
bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Karena bidang-
bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka 
                                                             
1 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta, Universitas 
Indonesia (UI-Press), 1990, hlm. 1 
2 
 
 
diperlukan peraturan internasional (international regulation) agar 
kepentingan masing-masing negara dapat terjamin.2 
Kerjasama multilateral dibagi dalam kerjasama regional yang 
terbatas pada beberapa negara-negara sekawasan dan kerjasama 
mondial (global) yang menyangkut negara-negara sejagat.Kerinduan 
dan keinginan untuk membentuk organisasi internasional bertujuan 
untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia serta memberikan 
kesejahteraan kepada negara anggotanya. 
Salah satu organisasi internasional yang bersifat regional yang 
terbentuk adalah ASEAN.Association of Southeast Asian Nations atau 
ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang 
ditandai dengan Deklarasi ASEAN/Deklarasi Bangkok yang diprakarsai 
oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian 
bergabungnya Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, 
Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 juli 1997, dan 
Kamboja pada 30 April 1999, menjadikan terdapat 10 negara anggota 
ASEAN saat ini. 3 ASEAN didirikan untuk memajukan kepentingan 
bersama di wilayah Asia Tenggara, termasuk percepatan pertumbuhan 
ekonomi, kemajuan sosial dan budaya, dan perdamaian dan stabilitas 
regional Asia Tenggara. 
                                                             
2Ibid  
3 Association Of Southeast Asian Nations, http://www.asean.org/asean/about-
asean/overview, diakses pada tanggal 17 September 2015 
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Organisasi internasional beranggotakan banyak negara. Pada 
umumnya negara-negara membentuk dan bergabung dalam sebuah 
organisasi internasional karena mempunyai tujuan yang sama. Namun 
ditengah-tengah kesamaan tersebut, negara-negara anggota 
merupakan negara-negara yang berbeda karakteristiknya satu sama 
lain. Perbedaan latar belakang sejarah, status ekonomi, posisi 
geografis, ukuran negara, kepentingan nasional, persepsi akan masa 
depan membuat konflik sulit untuk dihindari. 
Saat ini seiring dengan bertambahnya anggota ASEAN dan 
dinamika internal masing-masing negara anggota yang terkoneksi 
dengan perkembangan pembangunan global, tujuan utama awal dari 
ASEAN dirasa tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan anggota 
ASEAN.Salah satu yang mengemuka adalah isu Hak Asasi Manusia 
(HAM). Setiap negara punya cara tersendiri dalam memandang HAM. 
Setiap negara mempunyai masalah tersendiri dalam penanganan dan 
penegakan HAM.Banyak pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran HAM 
berat maupun ringan.Berikut ini adalah beberapa contoh kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. 
Pada 1 Mei 2014, Brunei Darussalam mulai memberlakukan 
Syariah Islam secara bertahap yang menjadikan negara itu sebagai 
negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan hukum Islam 
secara penuh. 
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Pada bulan November tahun 2009, sejumlah 58 orang tewas 
dibantai dalam konvoi sebuah kelompok politik yang sedang 
menyerahkan beberapa dokumen untuk kepentingan pemilu, dan 
sebanyak 32 orang diantaranya adalah wartawan. Peristiwa yang lebih 
dikenal dengan “pembantaian Maguindanao” itu tercatat sebagai 
pembunuhan wartawan secara massal dalam satu peristiwa tunggal 
yang terburuk sepanjang sejarah. 
Polemik keberadaan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, di 
kota Bogor, Indonesia bermula dengan adanya penolakan oleh 30 
orang warga Kelurahan Curug Mekar pada tahun 2006. Kemudian 
Walikota Bogor membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI 
Yasmin melalui Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota 
Bogor.Kemudian Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas 
keputusan pembekuan IMB gereja mereka yang kemudian mereka 
menangkan mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
sampai pada Pengadilan Mahkamah Agung. 
Pada Juli 2011 rakyat Malaysia menggelar aksi besar untuk 
pelaksanaan Pemilu 2012 yang jujur dan adil.Aksi tersebut 
dilaksanakan di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur yang dinamakan Aksi 
BERSIH. Akibat dari aksi tersebut, sebanyak kurang lebih 1600 orang 
peserta aksi ditangkap, dan peserta aksi pun tidak luput dari tindakan 
brutal dari aparat kepolisian Malaysia. Seorang pengunjung bahkan 
meninggal dunia akibat sesak nafas setelah ditembak gas air mata. 
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Pada Juni tahun 2012 terjadi kerusuhan etnis di negara bagian 
Rakhinee, Myanmar.Terjadi konflik antara kelompok Buddha Rakhine 
dan minoritas Rohingya yang memeluk agama Islam.100 orang dari 
etnis Rohingya terbunuh ratusan rumah dibakar, serta sedikitnya 75 
ribu penduduk mengungsi akibat kekerasan antar-kelompok yang 
melanda negara bagian ini. 
Keberadaan ASEAN sebagai organisasi internasional terbesar di 
kawasan Asia Tenggara mau tidak mau menjadi sorotan akan kasus-
kasus pelanggaran HAM di Asia tenggara. 
Oleh karena banyaknya kasus pelanggaran HAM di kawasan Asia 
Tenggara, mendorong negara-negara ASEAN untuk membentuk 
ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) 
pada tahun 2009 di Kamboja. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Apakah yang menjadi dasar pembentukan ASEAN 
Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR)? 
2. Bagaimana penegakan HAM di ASEAN dalam kurun waktu tahun 
2009-2015 pasca dibentuknya ASEAN Intergovernmental 
Commission On Human Rights (AICHR)?  
 
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui dasar pembentukan  AICHR. 
b. Untuk mengetahui penegakan HAM di ASEAN pasca 
dibentuknya AICHR. 
2. Kegunaan Penelitian 
Mengacu pada tujuan penelitan ini, maka kegunaan penelitian ini 
yaitu: 
a. Menjadi referensi bagi semua pihak yang belajar ilmu hukum 
secara umumnya, dan terkhusus bagi yang mendalami bagian 
hukum internasional. 
b. Memberikan informasi kepada semua orang mengenai 
organisasi internasional, secara khusus ASEAN 
Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR). 
 
7 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hukum Internasional 
1. Subjek Hukum Internasional 
Subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan 
kewajiban menurut hukum internasional atau segala sesuatu yang 
menurut hukum dianggap memiliki kepribadian hukum dan oleh 
karena itu mempunyai kapasitas untuk melakukan prestasi hukum. 
Subjek hukum internasional terdiri dari:4 
a. Negara 
Negara telah menjadi subjek hukum internasional semenjak 
lahirnya.Bahkan masih ada yang beranggapan bahwa pada 
hakikatnya, hukum internasional adalah hukum antar negara. 
b. Organisasi Internasional 
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) dan ASEAN mempunyai hak dan kewajiban yang 
ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang 
merupakan semacam anggaran dasarnya.Artinya, kedudukan 
organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional 
                                                             
4 Subjek Hukum Internasional, 
http://catatanfakultashukum.blogspot.co.id/2013/04/subjek-hukum-
internasional.html?m=1, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 
8 
 
 
tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum adanya 
kepastian mengenai hal ini. 
c. Palang Merah Internasional 
Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir 
karena sejarah.Palang Merah Internasional kedudukannya 
diperkuat dalam perjanjian.Pada saat ini Palang Merah 
Internasional secara umum diakui sebagai organisasi 
internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum 
internasional tersendiri. 
d. Tahta Suci Vatikan 
Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional 
yang telah ada sejak dahulu disamping negara.Takhta suci disini 
adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di 
Vatikan.Hal ini merupakan peninggalan sejarah ketika Paus 
bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi juga 
memiliki kekuasaan duniawi.Takhta suci merupakan suatu 
subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara.Hal ini terjadi 
sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Takhta Suci di 
Vatikan pada tahun 1929. 
e. Kaum Pemberontak/Beligerensi (Belligerent) 
Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh 
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) 
dalam beberapa keadaan tertentu.Hak-hak tersebut meliputi hak 
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untuk menentukan nasibnya sendiri, memilih sistem, serta 
menguasai sumber kekayaan alam diwilayahnya. 
f. Individu 
Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan 
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan 
kehendak demi kehidupan masyarakat dunia. Individu telah lama 
dianggap sebagai subjek hukum internasional. Hal ini antara lain 
terdapat dalam Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara 
Jerman dengan Polandia (1922). Selain perjanjian tersebut, 
pengakuan individu sebagai subjek hukum terdapat dalam 
Keputusan Mahkamah Internasional. 
g. Perusahaan Multinasional 
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru 
dalam hukum dan hubungan internasional.Eksistensinya dewasa 
ini, memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal 
lagi.Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi 
perusahaan-perusahaan multinasional.Hubungan ini kemudian 
menimbulkan hak-hak dan kewajiban internasional yang tentu 
saja berpengaruh terhadap eksistensinya, struktur, substansi dan 
ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. 
2. Sumber Hukum Internasional 
Perkataan sumber hukum dapat dipergunakan dalam beberapa 
arti.Secara material sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber 
10 
 
 
isi hukum atau dasar berlakunya hukum dan atau tempat di mana 
kaidah-kaidah hukum itu diciptakan.Juga dapat pula diartikan 
sebagai sumber hukum yang mempersoalkan sebab apakah hukum 
itu mengikat dan juga berarti sebagai sumber hukum yang 
menyelidiki masalah apakah yang menjadi dasar mengikatnya 
hukum itu. 
Secara formal, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber yang 
memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum secara formal yang 
dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang 
konkrit.Juga dapat berarti sebagai sumber yang merupakan tempat 
di mana ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum dapat 
ditemukan dan sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
dimanakan kita dapat menemukan atau mendapatkan ketentuan-
ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah di dalam 
suatu persoalan yang aktual dan konkrit.5 
Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa 
sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam 
mengadili perkara-perkara adalah:6 
1) Perjanjian Internasional 
Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat oleh dua 
negara atau lebih, mengenai persoalan-persoalan tertentu 
                                                             
5 Sumber-sumber Hukum Internasional,  
http://www.negarahukum.com/hukum/sumber-sumber-hukum-internasional.html , Diakses 
pada tanggal 15 Oktober 2015 
6Boer Mauna.Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Bandung, P.T. Alumni, 2003, Hlm. 8-11 
11 
 
 
yang menjadi kepentingan dari mereka yang 
bersangkutan.Traktat dalam pengertian luas adalah 
perjanjian antara pihak-pihak peserta atau negara-negara di 
tingkat internasional.Traktat memberikan pengaruh terhadap 
arah pembentukan suatu kaidah hukum internasional. Pada 
dasarnya traktat memiliki dua sifat, yaitu traktat yang 
mrmbuat hukum (law making treaty) dan traktat kontrak 
(treaty of contract) 
Pengaruh dari suatu traktat dalam memberi arahan kepada 
pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional bergantung 
pada sifat hakikat traktat yang bersangkutan. Dalam kaitan 
ini perlu kiranya untuk membuat perbedaan meskipun tidak 
bersifat kaku, antara:7 
a) traktat-traktat “yang membuat hukum” (law making); 
b) “traktat-traktat kontrak” (treaty contracts) 
2) Kebiasaan Internasional 
Hukum kebiasaan berasal dari praktek negara-negara 
melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu 
persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu 
kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut diikuti oleh 
negara-negara lain dan dilakukan secara berkali-kali serta 
tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain maka 
                                                             
7 Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm 
51-52 
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secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan. 
Terbentuknya suatu hukum kebiasaan didasari oleh praktek 
yang sama, dilakukan secara konstan, tanpa adanya pihak 
yang menentang serta diikuti oleh banyak negara. Konvensi-
konvensi Hubungan Diplomatik, Konsuler, Konvensi-
konvensi Hukum Laut tahun 1958 dan Konvensi tentang 
Hukum Perjanjian tahun 1969 adalah beberapa hasil 
kodifikasi dari hukum kebiasaan. Dalam beberapa hal, 
hukum kebiasaan lebih menguntungkan dari hukum tertulis 
mengingat sifatnya yang cukup luwes.Hukum kebiasaan 
dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan 
internasional sedangkan perubahan terhadap ketentuan-
ketentuan hukum positif harus melalui prosedur yang lama 
dan berbelit-belit. 
3) Prinsip-Prinsip Umum Hukum 
Sumber ketiga hukum internasional adalah prinsip-prinsip 
umum hukum yang berrlaku dalam seluruh atau sebagian 
besar hukum nasional negara-negara. Walaupun hukum 
nasional berbeda dari satu negara ke negara lain namun 
prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Prinsip-prinsip umum 
yang diambil dari sistem-sistem nasional ini dapat mengisi 
kekosongan yang terjadi dalam hukum internasional. Prinsip-
prinsip hukum administrasi dan perdagangan, ganti rugi dan 
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kontrak kerja diambil dari sistem nasional untuk mengatur 
kegiatan yang sama dalam kerangka hukum internasional. 
4) Keputusan-keputusan Peradilan 
Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang 
cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma 
baru hukum internasional.Keputusan-keputusan Mahkamah 
Internasional misalnya dalam sengketa-sengketa ganti rugi 
dan penangkapan ikan telah memasukkan unsur-unsur baru 
ke dalam hukum internasional yang selanjutnya mendapat 
persetujuan negara-negara secara umum. Disamping itu 
karya dari tokoh-tokoh kenamaan dapat memainkan peranan 
dalam proses pembentukan ketentuan-ketentuan hukum. 
 
B. Tinjauan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) 
1. Definisi HAM 
Istilah HAM juga dikenal dalam berbagai bahasa asing, 
antara lain: human rights, fundamental rights, des droits de 
l’homme, the rights of man, basic rights. Seluruh istilah tersebut 
secara substansial adalah sama, hanya peristilahannya sajayang 
berbeda.8 
Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku 
dan mengikat. Beberapa definisi yang dikenal, antara lain: 
                                                             
8Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta, PT. 
RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 57. 
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a) Jan Materson: 
“Human rights could be generally defined as those rights which 
are inherent in our nature and without which we cannot live as 
human beings.” 
b) Peter R. Baehr: 
“Human rights are internationally agreed values, standards or 
rules regukating the conduct of states towards their own citizens 
and towards non-citizens.” 
c) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: 
“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia.” 
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan 
bahwa HAM bersifat melekat (inherent) pada diri setiap manusia, 
artinya HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian 
dari manusia, penguasa ataupun negara. HAM juga bersifat 
universal, artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas 
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geografis atau dengan perkataan lain HAM ada di mana ada 
manusia. 
2. Instrumen Hukum Internasional Mengenai HAM 
Tidaklah dapat disangkal bahwa PBB mempunyai kontribusi 
yang sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak 
asasi di seluruh dunia. Tiga tahun setelah PBB berdiri, Majelis 
Umum mencanangkan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi 
Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 
Desember 1948. Dapatlah dikatakan bahwa deklarasi tersebut 
merupakan tonggak sejahar bagi pengembangan hak-hak asasi 
manusia, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi 
semua rakyat dan semua bangsa. 
Deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang 
mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan 
menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap 
hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah 
ditetapkan dalam deklarasi. Deklarasi Universal tersebut diterima 
oleh 49 (empat puluh sembilan) negara, tidak ada yang menentang, 
9 (sembilan) abstein dan berisikan hak-hak sipil dan politik 
tradisional beserta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak 
yang diuraikan dalam deklarasi tersebut dapat dikatakan sebagai 
sintesa antara konsepsi liberal Barat dan konsepsi sosialis. Dalam 
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Deklarasi Universal tersebut belum ada ketentuan mengenai hak 
rakyat untuk menentukan nasib sendiri.9 
Pasal 1 dan 2 Deklarasi menegaskan bahwa semua orang 
dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak 
atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, 
jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-
usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan 
yang lain. Sedangkan dalam pasal 3 sampai 21  
Deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik 
yang menjadi hak semua orang. Hak-hak itu antara lain: 
a) Hak untuk hidup; 
b) Kebebasan dan keamanan pribadi; 
c) Bebas dari perbudakan dan penghambaan; 
d) Bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang 
kejam, tak berperikemanusiaan ataupun yang merendahkan 
derajat kemanusiaan; 
e) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja sebagai 
pribadi; 
f) Hak untuk pengampunan hukum yang efektif; 
g) Bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang 
sewenang-wenang; 
                                                             
9 Boer Mauna, op.cit, Hlm. 601 
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h) Hak untuk peradilan yang adil dan dengar pendapat yang 
dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak; 
i) Hak untuk praduga tak berasalah; 
j) Bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap 
keleluasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-
surat; 
k) Bebas dari serangan kehormatan dan nama baik; 
l) Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu; 
m) Bebas bergerak, hak untuk memperoleh suaka, hak atas suatu 
kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak 
untuk mempunyai hak milik; 
n) Bebas berpikir, berkesadaran dan beragama, dan menyatakan 
pendapat; 
o) Hak untuk menghimpun dan berserikat, hak untuk ambil bagian 
dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap 
pelayanan masyarakat. 
Pasal 22 sampai 27 dari deklarasi tersebut berisikan hak-hak 
ekonomi sosial dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang. 
Hak-hak ini antara lain: Hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, 
hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat-serikat buruh, 
hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas standar hidup 
yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas 
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pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan 
masyarakat. 
Walaupun mempunyai arti historis penting dan nilai politik 
yang tinggi, namun deklarasi tersebut dari segi hukum tidak 
mempunyai daya ikat seperti deklarasi-deklarasi lainnya yang 
diterima Majelis Umum PBB. Sebaliknya ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam deklarasi tersebut banyak yang dimasukkan oleh 
negara-negara ke dalam legislasi nasionalnya masing-masing dan 
bahkan telah dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana suatu 
negara melaksanakan hak-hak asasi manusia. Karena itu banyak 
ketentuan dalam deklarasi itu dapat dianggap mempunyai nilai 
sebagai hukum kebiasaan internasional (customary International 
law).10 
Deklarasi Universal telah memberikan inspirasi terhadap 
sekitar 80 Konvensi, deklarasi atau dokumen lainnya mengenai 
hak-hak asasi manusia antara lain: 
a) Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (International Covenant on Economi, Social and Cultural 
Rights). Perjanjian internasional ini diterima oleh Majelis Umum 
PBB pada tanggal 19 Desember 1966. Namun perjanjian ini 
mulai berlaku pada 3 Januari 1976 dan sampai pada bulan Mei 
1998 sudah diratifikasi oleh 137 negara. Perjanjian internasional 
                                                             
10Ibid Hlm. 602 
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ini berupaya meningkatkan dan melindungi hak-hak seperti hak 
untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan; hak 
atas perlindungan sosial, standar hidup yang pantas, standar 
kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai; hak 
atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat kebebasan 
kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan. 
b) Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik 
(International Covenant on Civil and Political Rights). Perjanjian 
ini mulai berlaku pada bulan Maret 1976. Sampai bulan Mei 
1998 perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh 140 negara.11 
Perjanjian internasional ini mencakup hak-hak seperti 
kebebasan bergerak, persamaan di depan hukum, praduga 
tidak bersalah, kebebasan berpikir, berkesadaran dan 
beragama, kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, 
kebebasan berserikat, berpartisipasi dalam kegiatan 
pemerintahan dan pemilihan umum dan perlindunga  terhadap 
kelompok-kelompok minoritas. Kovenan ini melarang 
perampasan secara sewenang-wenang atas kehidupan; 
penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam atau 
merendahkan martabat; perbudakan, kerja paksa; penangkapan 
atau penahanan secara sewenang-wenang dan lain-lainnya. 
                                                             
11Ibid, Hlm. 604 
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c) Konvensi tentang Pencegahan dari Penghukuman terhadap 
Kejahatan Pemusnahan Ras (Convention on the Protection and 
Punishment of the Crime of Genocide) tahun 1948. 
d) Konvensi tentang status para Pengungsi (Convention Relating 
to the Status of Refugees) tahun 1951 
e) Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination) tahun 1966. 
f) Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Woman) tahun 1979. 
g) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakua atau Hukuman 
Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan 
Martabat (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment) tahun 1984 
h) Konvensi mengenai Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of 
Child) tahun 1989. 
Hampir semua Konvensi Internasional mengenai HAM 
dilengkapi dengan mekanisme pengawasan atau badan pemantau 
untuk mengawasi apakah negara-negara pihak telah melaksanakan 
dengan baik ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi 
disamping terbukanya pula kemungkinan bagi individu-individu 
untuk menyampaikan pengaduan bila terjadi pelanggaran terhadap 
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hak-hak mereka. Walaupun pada umumnya tidak mempunyai 
kekuatan represif, pembentukan badan-badan pemantau tersebut 
telah merupakan suatu kemajuan penting dalam upaya 
perlindungan internasional atas hak-hak asasi manusia di berbagai 
negara. 
Untuk ruang lingkup regional, khususnya dalam kawasan 
ASEAN, yang menjadi landasan/tonggak penegakan HAM adalah 
Piagam ASEAN. Tahun 2009 pada KTT ke-15 ASEAN di Cha Am, 
Hua Hin,Thailand, para Kepala Negara menandatangani Deklarasi 
Cha-Am Hua Hin tentang peresmian Komisi HAM antar Pemerintah 
ASEAN (Asean Intergovernmental Commission on Human 
Rights).Kemudian Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota 
ASEAN, pada KTT ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja 
menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan 
perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta 
tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam 
ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan 
tata kelola yang baik. Para Anggota ASEAN mengakui pentingnya 
AICHR, sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan 
HAM di ASEAN, yang berkontribusi bagi terbentuknya komunitas 
ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana 
untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, 
pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan 
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yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN. 12  Untuk itu, negara 
anggota ASEAN menetapkan sebuah deklarasi yang dinamai 
dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang ditetapkan 
pada 18 November 2012 di Kamboja pada KTT ASEAN ke 21. 
Deklarasi HAM ASEAN ini idealnya di sepakati untuk menekan 
angka pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. 
 
C. Hukum Organisasi Internasional 
1. Definisi Organisasi Internasional 
Pada umumnya, jika berbicara tentang organisasi 
internasional, yang kita maksudkan adalah organisasi antar 
pemerintah (intergovernmental organization).Walaupun harus 
diakui bahwa di samping organisasi antar pemerintah, masih 
dikenal pula organisasi non-pemerintah (nongovernmental 
oganization).Organisasi internasional merupakan wadah bagi 
negara-negara untuk menjalankan tugas bersama, baik dalam 
bentuk kerjasama yang sifatnya koordinatif maupun 
subordinatif.Karena sulitnya mendefinisikan organisasi internasional, 
jalan yang dapat diberikan adalah menunjukkan ciri-ciri organisasi 
internasional. 
                                                             
12Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, 
http://referensi.elsam.or.id/2014/09/deklarasi-hak-asasi-manusia-asean/ , diakses pada 
tanggal 6 Oktober 2015 
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Seperti yang dikemukakan Leroy Bennet, organisasi 
internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 13 
a. A permanent organization to carry on a continuing set of 
functions; 
b. Voluntary membership of eligible parties; 
c. Basic insytrument stating goals, structure and methods of 
operation; 
d. A bradly representative consultative conference organ; 
e. A permanent secretariat to carry on continuous administrative, 
research and information function. 
Sumaryo Suryokusumo juga tidak menjabarkan definisi 
organisasi internasional secara terperinci dalam suatu rangkaian 
kalimat yang limitatif, ia menguraikan penjelasannya berikut ini.14 
“Organisasi internasional adalah suatu proses ; organisasi 
internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari 
tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu 
tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam 
rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi 
untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan 
persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul” 
                                                             
13Wiwin Yulianingsing & Moch. Firdaus Sholihin, Hukum Organisasi Internasional, 
Yogyakarta, CV Andi Offset, 2014, Hlm. 2 
14 Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional 
Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 48 
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Demikian pula D.W. Bowett dalam bukunya “Hukum 
Organisasi Internasional” mengakui tidak ada batasan yang umum 
tentang pengertian organisasi internasional, namun ia mencoba 
memberikan batasan dengan mengatakan bahwa15: 
“…tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik 
internasional yang dapat diterima secara umum. Pada 
umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen 
yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang 
kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada 
perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu 
mengenai tujuannya” 
Ada empat prasyarat perkembangan organisasi internasional 
menurut Inis L. Claude Jr. yang dikutip oleh S. J. R. Bilgrami:16 
a. The world must be divided into a number of states as 
independent political units 
b. A substansial measure of contact must exist between 
subdivisions 
c. The states must develop an awareness of the problem which 
arise out of their coexistence 
d. On this basis they must recognize the need for creation of 
institutional devices and systematic methods for regulating their 
relation each other 
                                                             
15Ibid, hlm. 45 
16Wiwin Yulianingsing & Moch. Firdaus Sholihin, op.cit, Hlm. 3 
25 
 
 
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa definisi 
organisasi internasional tergantung pada bagaimana kita 
memandang organisasi internasional tersebut.Namun, harus diakui 
bahwa organisasi internasional sebagai wadah bagi negara-negara 
untuk mencapai tujuan tertentu sangat dibutuhkan.Dalam 
menjalankan tugasnya, organisasi internasional tidak boleh 
bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam hukum nasional 
dan hukum internasional. 
2. Aspek Hukum Organisasi Internasional 
Dari aspek hukumnya, organisasi internasional lebih 
menitikberatkan pada masalah-masalah konstitusional dan 
prosedural, antara lain seperti wewenang dan pembatasan-
pembatasan (restrictions) baik terhadap organisasi internasional itu 
sendiri maupun anggotanya sebagaimana termuat di dalam 
ketentuan-ketentuan instrumen dasarnya, termasuk di dalam 
perkembangan organisasi secara praktis. Dapat diambil sebagai 
contoh bahwa sebenarnya organisasi internasional itu menghadapi 
masalah-masalah potensial yang berhubungan dengan sifat-sifat 
hukumnya yang mendasar (basic legal characteristic) baik dalam 
kaitannya dengan hukum internasional maupun hukum nasional 
yang menyangkut negara-negara anggotanya.Demikian juga di 
berbagai hal, organisasi internasional telah mengembangkan 
wewenang legislatif maupun kuasi legislatifnya serta 
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mekanismenya untuk menyelesaikan suatu pertikaian yang 
menimbulkan masalah-masalah bersama yang bertalian dengan 
hak prerogratif dari negara anggota yang berdaulat, dan bagaimana 
sesuatu keputusan yang dibuat itu cukup adil serta efektif.Dalam 
beberapa hal, organisasi internasional juga dapat bertindak sebagai 
badan pembuat hukum yang menciptakan prinsip-prinsip hukum 
internasional dalam berbagai instrumen hukum (treaty making 
powers).17 
Pada hakikatnya yang merupakan subjek dari suatu sistem 
hukum adalah semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip 
hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan 
prinsip-prinsip tersebut.Dalam hukum organisasi internasional hal 
tersebut meliputi semua organisasi internasional, termasuk 
organisasi regional dan organisasi lainnya yang dapat digolongkan 
sebagai organisasi internasional. 
Sedangkan objek hukum organisasi internasional meliputi 
negara baik sebagai anggota organisasi internasional maupun 
bukan, organisasi internasional maupun regional lainnya.Negara 
sebagai subjek hukum organisasi internasional mempunyai 
kapasitas internasional sesuai dengan kedaulatannya, mempunyai 
kapasitas untuk bertindak penuh. Bahkan menurut perkembangan 
organisasi internasional seperti PBB, suatu organisasi gerakan 
                                                             
17 Sumaryo Suryokusumo,op.cit, hlm. 10-11. 
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kemerdekaan dapat diakui sebagai subjek hukum organisasi 
internasional, seperti halnya South West African People’s 
Organization (SWAPO) dan Palestine Liberation Organization 
(PLO). Menurut hukum organisasi internasional negara juga dapat 
melakukan tindakan apapun selama tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip hukum internasional.Sebagai anggota suatu 
organisasi internasional, negara wajib melaksanakan keputusan 
yang telah diambil organisasi internasional termasuk rekomendasi, 
himbauan, maupun permintaannya.Kewajiban ini berlaku sejak 
negara diterima sebagai anggota organisasi sesuai dengan 
instrumen pokok organisasi internasional tersebut. 
3. Sumber Hukum Organisasi Internasional 
Istilah sumber hukum organisasi internasional telah 
digunakan dalam empat pengertian:18 
Pertama, sebagai kenyataan historis tertentu, kebiasaan 
yang sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi 
yang dapat membentuk sumber hukum organisasi 
internasional.Masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB merupakan 
salah satu contoh dari suatu kebiasaan yang kini masih 
diikuti.Seperti diketahui PBB tidak menyebutkan tentang syarat-
syarat calon untuk menjabat Sekretaris Jenderal demikian juga 
tentang masa jabatannya.Untuk itu Majelis Umum telah 
                                                             
18Ibid, hlm. 26 
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menetapkan 5 tahun masa jabatan Sekretaris Jenderal dan 
sesudah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.Demikian 
juga bahwa kebangsaan Sekretaris Jenderal bukanlah dari kelima 
negara anggota tetap Dewan Keamanan. 
Kedua, instrumen pokok yang dimiliki oleh organisasi 
internasional dan memerlukan ratifikasi dari semua 
anggotanya.Instrumen pokok ini dapat berupa piagam, covenant, 
final act, treaty, statue, deklarasi, dan constitution. 
Ketiga, ketentuan-ketentuan lainnya mengenai tata cara 
organisasi internasional beserta badan-badan yang berada di 
bawah naungannya, termasuk cara kerja mekanisme yang ada 
pada organisasi tersebut. Peraturan-peraturan semacam itu 
merupakan elaborasi dan pelengkap instrumen pokok yang ada, 
yang semuanya itu memerlukan persetujuan bersama dari para 
anggota. 
Keempat, hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh 
organisasi internasional yang wajib atau harus dilaksanakan baik 
oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada di bawah 
naungannya.Hasil-hasil itu bisa berbentuk resolusi, keputusan, 
deklarasi atau rekomendasi. 
4. Personalitas Hukum Organisasi Internasional 
Personalitas hukum yang dimiliki organisasi internasional 
sangat penting guna memungkinkan organisasi internasional dapat 
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berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kapasitas 
dalam melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, 
membuat perjanjian dengan suatu negara, atau mengajukan 
tuntutan kepada negara lainnya. Personalitas hukum yang dimiliki 
organisasi internasional tidak akan hilang, meskipun tidak 
dicantumkan dalam instrumen pokok pendirian organisasi 
internasional tersebut.19 
Personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi 
internasional dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu 
personalitas yuridis dalam kaitannya dengan hukum nasional dan 
dengan hukum internasional 20 
a) Personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum nasional 
dapat dilihat khususnya apabila suatu organisasi internasional 
akan mendirikan sekretariat tetap atau markas besar organisasi 
tersebut melalui perjanjian markas besar (headquarters 
agreement), misalnya perjanjian markas besar yang dibuat oleh 
PBB dengan Amerika Serikat, Belanda, Swiss dan Austria; 
ASEAN dengan Indonesia. Pada umumnya, perjanjian markas 
besar mengatur keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang 
dimiliki oleh pejabat sipil internasional, pembebasan pajak, dan 
sebagainya. 
                                                             
19Wiwin Yulianingsing & Moch. Firdaus Sholihin, op.cit, Hlm. 38-39 
20 Ibid. Hlm. 40 
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b) Personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum 
internasional dapat diartikan bahwa organisasi internasional 
memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. 
Hak dan kewajiban ini antara lain mempunyai wewenang untuk 
menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoloeh dan 
memiliki benda-benda bergerak, mempunyai kekebalan 
(immunity), dan hak-hak istimewa (privileges). 
5. Prinsip Keanggotaan Organisasi Internasional 
Masalah keanggotaan dalam suatu organisasi internasional 
merupakan hal yang sangat penting dan bahkan dianggap sebagai 
masalah konstitusional yang pokok.21 Prinsip keanggotaan suatu 
organisasi internasional tergantung pada maksud dan tujuan 
organisasi, fungsi yang akan dilaksanakan dan perkembangan 
apakah yang diharapkan dari organisasi tersebut. 
Prinsip keanggotaan dapat dibedakan antara prinsip 
universalitas dan terbatas (selective).Prinsip keanggotaan 
universalitas tidak membedakan sistem pemerintahan, ekonomi, 
ataupun politik yang dianut oleh negara anggota. Sedangkan dalam 
prinsip terbatas menekankan syarat-syarat tertentu bagi 
keanggotaan, diantaranya:22 
                                                             
21 Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hlm. 55 
22 Ridky Johannes Sitorus Pane, 2013, Peranan Badan Pekerja dan Bantuan 
Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, Skripsi, 
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 
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a) Keanggotaan yang didasarkan pada kedekatan letak geografis. 
Contohnya North Atlantic Treaty Organization (NATO), 
Association South East of Asia Nation (ASEAN). 
b) Keanggotaan yang didasarkan pada kepentingan yang akan 
dicapai. Misalnya tujuan organisasi adalah kerjasama antara 
negara-negara yang menjadi pengekspor minyak, maka 
keanggotaannya hanya dibuka untuk negara pengekspor 
minyak, yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC). 
c) Keanggotaan yang didasarkan pada sistem pemerintahan 
tertentu atau sistem ekonomi. Contohnya Council for Mutual 
Economic Assistance (COMECON) dan Pakta Warsawa. 
d) Keanggotaan yang didasarkan pada persamaan kebudayaan, 
agama, etnis dan pengalaman sejarah. Contohnya British 
Commonwealth, Organisasi Negara-negara Islam (OKI). 
e) Keanggotaan yang didasarkan pada penerapan hak-hak asasi 
manusia. Contohnya Council of Europe. 
Penggolongan keanggotaan di dalam sebuah organisasi 
internasional dapat dibedakan menjadi:23 
a) Keanggotaan penuh (full members), artinya anggota akan ikut 
serta dalam semua keanggotaan organisasi dengan segala hak-
haknya. 
                                                             
23 Ibid 
32 
 
 
b) Keanggotaan luar biasa (associate members), artinya anggota 
dapat berpartisipasi namun tidak mempunyai hak suara di 
dalam alat perlengkapan utama organisasi internasional. 
c) Keanggotaan sebagian (partial members), artinya anggota 
hanya ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. 
Selain penggolongan diatas, dapat juga dibedakan 
menjadi:24 
a) Anggota asli (original members), yaitu anggota yang diundang 
pada saat konferensi-konferensi yang membicarakan rancangan 
anggaran dasar. 
b) Anggota lainnya (admitted members), yaitu anggota yang 
masuk dalam organisasi internasional setelah organisasi 
tersebut berdiri sesuai ketentuan tentang keangotaan yang ada 
dalam anggaran dasar organisasi internasional. 
 
D. Associaton of South East Asian Nations (ASEAN) 
1. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukan ASEAN 
Sejak zaman prasejarah, yaitu sekitar tahun 2000an SM, 
seluruh kawasan Asia Tenggara merupakan daerah penyebaran 
rumpun budaya dan bahasa Melayu-Austronesia, yang berasal dari 
sekitar Teluk Tonkin dan lembah Sungai Mekong.Kebudayaan dan 
                                                             
24 Ibid 
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bahasa Melayu-Austronesia ini merupakan dasar tata kehidupan 
dan pergaulan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. 
Baru sejak abad pertama Masehi, sebagian besar Asia 
Tenggara mendapat pengaruh dari luar.Unsur-unsur peradaban 
dan kebudayaan India, Hindu dan Budha mulai masuk. Sementara 
wilayah Vietnam, Laos dan Kamboja banyak dipengaruhi oleh 
peradaban dan kebudayaan Cina. 
Berbagai kerajaan besar dan kecil telah lahir, bangun, 
berkembang, kemudian jatuh kembali di kawasan ini.Kerajaan-
kerajaan itu umumnya beragama Hindu atau Budha.Kerajaan yang 
terbesar diantaranya adalah Kerajaan Sriwijaya dan 
Majapahit.Kedua kerajaan ini silih berganti memengaruhi Asia 
Tenggara. Mula-mula Kerajaan Sriwijaya, kemudian Kerajaan 
Majapahit. Sesudah itu muncullah kerajaan Islam di Indonesia dan 
Malaysia.Di Indonesia terdapat, misalnya Kerajaan Aceh, Demak, 
Banten, Gowa, Kutai dan masih banyak lagi.Semuanya adalah 
negara merdeka dan berdaulat.Di Malaysia (dahulu Malaya) dan 
Brunei berdiri kerajaan Islam yang sampai sekarang masih 
berdiri.Bahkan, kerajaan Malaysia sekarang ini adalah gabungan 
kerajaan Islam itu. 
Kedatangan Islam memperkaya tata hidup dan budaya Asia 
Tenggara.Di samping Hindu dan Budha, Islam turut berperan 
membentuk peradaban dan kebudayaan Asia Tenggara.Tetapi, 
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pada abad ke-16 bangsa-bangsa Barat tiba dan berebut pengaruh 
di kawasan ini.Mula-mula mereka datang sebagai pedagang, tetapi 
kemudian mereka datang sebagai penjajah.Satu demi satu 
kerajaan merdeka itu mereka taklukkan sehingga akhirnya seluruh 
Asia tenggara, kecuali Thailand, menjadi jajahan mereka. 
Alasan bangsa-bangsa Barat menjajah Asia Tenggara 
adalah sebagai berikut.25 
a) Letaknya sangat strategis untuk pelayaran dan perniagaan 
b) Kawasan Asia Tenggara memiliki sumber kekayaan alam yang 
berlimpah 
c) Wilayah ini mempunyai penduduk yang cukup banyak sebagai 
calon pembeli arang industri dunia Barat. 
Imperialis Inggris menguasai Malaysia (1814), Singapura 
(1849), Myanmar (1894), dan Kalimantan Utara (1880).Imperialis 
Prancis menguasai Filipina sampai tahun 1898.Pada Tahun itu 
Amerika Serikat mengalahkan Spanyol dan menduduki 
Filipina.Banyak daerah di Indonesia satu per satu jatuh ke tangan 
pemerintah kolonial Belanda sejak abad ke-17, dan seluruh 
Indonesia dikuasai sepenuhnya pada tahun 1908.Pada tahun 1941 
Perang Dunia II di Pasifik meletus.Jepang menyerang dan 
menduduki Pearl Harbor.Kemudian, satu demi satu negara Asia 
Timur, Asia Selatan dan Asia tenggara jatuh ke tangannya.Pada 
                                                             
25Wiwin Yulianingsing & Moch. Firdaus Sholihin, op.cit, Hlm. 159 
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zaman pendudukan militer Jepang, pusat pemerintahan berada di 
Dalat (Saigon). 
Seluruh rakyat dan bangsa di Asia Tenggara selama sekitar 
setengah abad mengalami penderitaan yang sama sebagai daerah 
jajahan bangsa Barat dan Jepang. Persamaan nasib ini kemudian 
menimbulkan perasaan setia kawan yang kuat di kalangan bangsa 
Asia tenggara, yang merupakan salah satu pendorong lahirnya 
ASEAN.Di samping itu, ada pula persamaan kepentingan.Semua 
negara di kawasan ini saling membutuhkan.  Mereka hidup di 
perairan laut yang sama, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. 
Perairan ini merupakan pintu gerbang utama di sebelah barat. 
Selain itu, perairan Laut Cina Selatan adalah perairan pokok yang 
dikelilingi oleh negara-negara Asia Tenggara yang pada hakikatnya 
merupakan daerah perairan bersama bagi negara-negara Asia 
Tenggara, bahkan tidak mengherankan jika sejak zaman bahari 
negara-negara yang ada di kawasan ini sudah saling memengaruhi. 
Lima menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara 
mengadakan pertemuan di Bangkok selama 3 hari, 5-8 Agustus 
1967. Mereka adalah Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak 
(Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura), 
dan Narsisco Ramos (Filipina). Pada 8 Agustus 1967 mereka 
mencapai persetujuan unruk membentuk sebuah organisasi kerja 
sama negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini dinamakan 
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Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yang dalam 
bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi Perhimpunan 
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. 
ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 
Agustus 1967 dan ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri. Brunei 
Darussalam masuk menjadi anggota keenam sejak 1 Januari 1984. 
Lalu pada tahun 1997 masuklah anggota baru yaitu Vietnam, Laos, 
Kamboja dan Myanmar. Kini ASEAN telah beranggotakan 10 
negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, 
Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia berkemungkinan 
diterima sebagai anggota ke-11 ASEAN. 
2. Organisasi dan Struktur dalam ASEAN 
Tujuan pembentukan ASEAN tercantum dalam Deklarasi 
Bangkok, yaitu: 
a) Untuk mempererat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, 
serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha 
bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk 
memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa Asia 
Tenggara yang sejahtera dan damai; 
b) Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan 
jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam 
hubungan antarnegara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-
prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 
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c) Untuk meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling 
membantu satu sama lain di dalam masalah-masalah 
kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, 
kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; 
d) Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan 
dan penelitian dalam bidang pendidikan profesional, teknik, dan 
administrasi; 
e) Untuk bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan 
penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan 
komoditas internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan 
komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat; 
f) Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan 
organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan 
untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama 
secara lebih erat di antara mereka sendiri. 
Untuk mencapai maksud dan tujuan ASEAN disusunlah 
struktur organisasi ASEAN yang kini telah mengalami banyak 
pengembangan dan penyempurnaan.26 
1. Sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali 1976 
Struktur ASEAN yang didasarkan pada Deklarasi Bangkok 
adalah sebagai berikut: 
a. Sidang Tahunan para Menteri; 
                                                             
26 Ibid.Hlm. 162 
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b. Standing Committee; 
c. Komite-komite Tetap dan Khusus; 
d. Sekretariat Nasional ASEAN di setiap ibu kota negara 
anggota ASEAN. 
2. Sesudah KTT di Bali 1976 
Setelah berlangsungnya KTT di Bali, susunan organisasi 
ASEAN mengalami perubahan sebagai berikut: 
a. Pertemuan para Kepala Pemerintahan (Summit Meeting), 
yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. KTT 
ini diadakan apabila dianggap perlu untuk memberikan 
pengarahan kepada ASEAN. 
b. Sidang Tahunan para Menteri Luar Negeri ASEAN (Annual 
Ministerial Meeting). Peranan dan tanggung jawab sidang ini 
adalah bahwa perumusan garis kebijakan dan koordinasi 
kegiatan-kegiatan ASEAN tetap diakui sesuai dengan 
Deklarasi Bangkok. Kemudian, Sidang para Menlu ASEAN 
akan memeriksa implikasi politik atas keputusan-keputusan 
ASEAN, mengingat dalam semua kegiatan atau aktivitas 
ASEAN selalu terdapat implikasi politik dan diplomatik. 
c. Sidang para Menteri Ekonomi. Sidang ini diselenggarakan 
setahun dua kali, yang tugasnya, selain merumuskan 
kebijakan dan koordinasi khusus yang menyangkut masalah 
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kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, menilai hasil-hasil 
yang telah diperoleh komite-komite yang ada dibawahnya. 
d. Sidang para Menteri Lainnya (Non-ekonomi). Sidang ini 
merumuskan kebijakan yang menyangkut bidangnya 
masing-masing, seperti pendidikan, kesehatan, sosial-
budaya, penerangan, perburuhan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Sidang menteri-menteri non-ekonomi masih belum 
melembaga dan diadakan apabila dipandang perlu saja. 
e. Standing Committee. Tugas badan ini adalah memutuskan 
dan menjalankan tugas perhimpunan di antara dia Sidang 
Tahunan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Dalam 
perkembanganya, komite ini diperluas dengan Direktur 
Jenderal ASEAN dari kelima negara ASEAN yang 
sebelumnya disebut Sekretaris Umum Setnas ASEAN. 
f. Komite-Komite ASEAN 
i. Sebelas komite permanen ASEAN sebelum KTT Bali 
dilebur dan dibagi menjadi dua, yaitu komite bidang 
ekonomi dan non-ekonomi. Dibawah koordinasi menteri-
menteri ekonomi terdapat lima komite yaitu Komite 
Perdagangan dan Pariwisata; Komite Industri, 
Pertambangan dan Energi; Komite Keuangan dan 
Perbankan; Komite Pangan Pertanian dan Kehutanan; 
Komite Transportai dan Komunikasi. 
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ii. Sementara untuk bidang non-ekonomi ada tiga, yaitu 
Komite Kebudayaan dan Penerangan; Komite Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi; Komite Pembangunan 
Sosial. 
3. Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights (AICHR) 
Proses pembentukan badan HAM ASEAN tidaklah mudah 
melainkan harus melalui perdebatan di kalangan masing-masing 
pemimpin negara ASEAN. Sudah tentu bahwa masing-masing 
negara anggota ASEAN mempunyai kepentingannya sendiri yang 
tidak mau diganggu oleh negara manapun, terlebih apabila 
kepentingan nasional negara tersebut bercampur dengan 
kepentingan individu yang ada didalamnya, seperti Myanmar 
misalnya yang pada saat itu masih dikuasai oleh rejim militer, atau 
Vietnam dan Laos yang menganut sistem pemerintahan komunis, 
seta bahkan Singapura dan Kamboja yang juga dipimpin oleh 
pemerintahan otoriter pada masa itu. Sementara Indonesia, 
Thailand, Filipina walaupun masih mempunyai beberapa persoalan 
HAM di dalamnya, menjadi motor penggerak terbentuknya badan 
HAM ASEAN yang lebih baik.27 
Usaha untuk membangun sebuah mekanisme Hak Asasi 
Manusia (HAM) ditingkat regional telah dimulai di berbagai belahan 
                                                             
27 Wahyudi Djafar, Ardimanto Putra, Hilman Handoni, Memperkuat Perlindungan 
Hak Asasi Manusia di ASEAN, INFID dan ICCO, 2014, hlm. 23 
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dunia terutama pasca Perang Dunia ke-II. Pasca pembentukan 
PBB, Majelis Umum mendorong agar negara-negara sekawasan 
membentuk lembaga HAM regional. Hal ini karena negara-negara 
yang memiliki kesamaan budaya, sejarah dan geografis atau 
sekawasan dipandang lebih efektif. 
Perkembangan pembentukan badan ini paling tidak mulai 
bisa dilihat dari pertemuan tingkat menteri ASEAN, yang 
berlangsung pada Juli 2008. Pertemuan ini menyepakati 
pembentukan High Level Panel on Establishment for ASEAN 
Human Rights Body, yang diberikan tugas untuk menyusun 
bersama ToR ASEAN Human Rights Body dalam kurun waktu 1 
tahun sejak pembentukannya. Kesepakatan ini merupakan tindak 
lanjut dari ketentuan Pasal 14 Piagam ASEAN, tentang mandat 
pembentukan ASEAN Human Rights Body. Awalnya, nama yang 
diusulkan untuk ASEAN Human Rights Body adalah ASEAN 
Commission on Human Rights, tidak memakai kata 
Intergovernmental karena keinginan atas sifatnya yang lebih 
mandiri. Akan tetapi kenyataannya karena negosiasi politik 
memang yang lebih berperan, akhirnya yang disepakati ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).28 
ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang telah diratifikasi 
oleh 10 negara di kawasan Asia Tenggara ini menjadi landasan 
                                                             
28 Ibid. Hlm. 24 
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konstitusional untuk membentuk AICHR. Pada Piagam ASEAN 
pasal 14 memerintahkan kepada ASEAN untuk membentuk sebuah 
badan ASEAN. Akhirnya pada KTT ASEAN ke 15 di Hua Hun, 
Thailand tanggal 23 Oktober 2015 AICHR diresmikan. 
Dalam hal komposisi, AICHR terdiri dari wakil-wakil dari 10 
negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab kepada 
pemerintah yang menunjuknya. Sebagai organisasi yang bernaung 
di ASEAN, AICHR bekerja dengan seluruh badan-badan sektoral 
ASEAN didalam 3 Pilar ASEAN yakni, Pilar Politik dan Keamanan 
ASEAN, Pilar Ekonomi ASEAN, dan Pilar Sosial dan Budaya 
ASEAN. AICHR melakukan konsultasi, kordinasi dan kolaborasi 
dengan seluruh 3 komunitas ASEAN tersebut. Yang tidak kalah 
penting adalah AICHR juga melakukan review dan rekomendasi 
kepada masing-masing pilar/komunitas, terutama untuk persoalan-
persoalan HAM yang ada didalam ruang lingkup masing-masing 
pilar tersebut. Berikut beberapa persoalan yang ada.29 
a) Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN 
i. Perdagangan manusia 
ii. Perlindungan HAM dalam kebijakan anti teror ASEAN 
iii. Pencegahan konflik dan kejahatan HAM berat (genosida, 
kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang) 
                                                             
29 Prospek Mekanisme HAM ASEAN, https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-
indonesia/akuntabilitas-publik/rilis/23-prospek-mekanisme-ham-
asean?showall=1&limitstart=  , diakses pada tanggal 6 Oktober 2015 
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iv. Perlindungan HAM dalam menghadapi ancaman non-
traditional (non-traditional seurity threat) 
b) Komunitas Ekonomi ASEAN 
i. Perlindungan HAM (ekosob) dalam traktat perjanjian 
perdagangan dengan non ASEAN maupun intra ASEAN 
ii. Perlindungan sosial berperspektif HAM dalam kebijakan 
perburuhan ASEAN 
iii. Kebebasan bergerak dan bekerja bagi warga ASEAN 
(freedom of movement and right to work) 
c) Komunitas Sosial Budaya ASEAN 
i. Hak lingkungan dan HAM 
ii. Perlindungan HAM anak-anak dan perempuan 
iii. Perlindungan HAM buruh Migran 
iv. HAM dalam kurikulum pendidikan ASEAN 
v. Pencegahan HIV/AIDS dan perlindungan HAM bagi pekerja 
sex, transgender 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam menyusun skripsi ini, salah satu tahap yang harus 
dilakukan penulis adalah penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan 
wawancara kepada Wakil Indonesia Untuk AICHR yang berkedudukan 
di Jakarta Pusat, serta penelitian kepustakaan, dan melakukan 
penelitian diberbagai tepat yang menyediakan literatur-literatur yang 
diperlukan, seperti Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Tempat-
tempat tersebut dipilih oleh penulis karena kemudahan akses dan 
tersedianya berbagai literatur yang diperlukan penulis ditempat-tempat 
tersebut.  
 
B. Sumber Data 
Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan 
antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 
(mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang 
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diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data 
dasar dan data yang kedua diberi nama data sekunder.30 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan 
sekunder untuk mendapatkan hasil yang obyektif dari penelitian ini. 
Sumber data yang menjadi sumber informasi yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah: 
1. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan judul skripsi 
ini diantaranya Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental 
Commission On Human Rights (AICHR) 
2. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini 
3. Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
Seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya 
baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy yang didapatkan 
secara langsung. 
4. Hasil penelusuran dari internet. 
 
C. Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk 
meneliti adalah wawancara terhadap berbagai narasumber yang 
berkompeten serta penelitian kepustakaan atau library research. 
Penulis menginventarisir konvensi-konvensi internasional, dokumen-
dokumen resmi, hasil penelitian, makalah dan buku-buku yang 
                                                             
30Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta, Universitas 
Indonesia (UI-Press), 1986, Hlm. 51 
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berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk 
selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan data yang telah diperoleh, penulis kemudian 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang 
ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut 
kemudian dituliskan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman 
yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
1. Dasar Pembentukan Asean Intergovernmental Commission On 
Human Rights (AICHR) 
Pertumbuhan organisasi internasional regional yang menyatukan 
negara-negara yang terkait secara geografis dan secara ideologis 
sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua sangat mengesankan. 
Organisasi internasional kini sangat dibutuhkan. Di dunia yang telah 
mengglobal, organisasi internasional memfasilitasi kerja sama 
melintasi garis perbatasan negara, memungkinkan identifikasi, diskusi, 
dan resolusi kesulitan-kesulitan dalam ragam subjek nan luas, dari 
penjagaan kedamaian dan penegakan kedamaian sampai masalah 
lingkungan, ekonomi dan hak-hak asasi manusia.31 
Menurut Dr. Boer Mauna dalam bukunya Hukum Internasional 
Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, ada 
beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan cepat organisasi-
organisasi antar pemerintah tersebut, yaitu:32 
a. Meningkatnya kesadaran para pemimpin negara bahwa 
mengembangkan pengertian melalui kerjasama antar negara 
merupakan hal yang mutlak guna menghindarkan terjadinya 
                                                             
31 Malcolm N. Shaw QC,Hukum Internasional, Bandung, Penerbit Nusa Media, 
2013, Hlm. 1304 
32Boer Mauna.Op.cit, Hlm. 53 
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kembali perang dunia yang telah membawa begitu banyak korban 
harta dan manusia. Mereka menyadari bahwa masalah-masalah 
internasional dapat merupakan potensi yang destruktif bagi 
keamanan dunia dan karena itu peningkatan kerjasama merupakan 
keharusan untuk kelangsungan hidup umat manusia. 
b. Pertumbuhan yang cepat organisasi-organisasi internasional 
tersebut juga sebagai akibat kemajuan komunikasi dan transportasi 
yang cepat. Mengingat sudah pendeknya jarak dari suatu tempat 
ke tempat lain sebagai akibat dari kecanggihan sistem transportasi 
dan komunikasi telah mendorong negara-negara untuk 
meningkatkan kerjasama dalam menyelesaikan masalah yang 
merupakan kepentingan bersama melalui lembaga internasional. 
c. Penyelesaian masalah-masalah humaniter juga merupakan 
dorongan bagi pembentukan organisasi internasional. Kemiskinan, 
keterbelakangan, kelaparan, dan penyakit telah lama merongrong 
banyak penduduk di dunia terutama di negara-negara miskin. 
Masalah ini bersifat global dan dapat mengancam perdamaian 
dunia. Oleh karena sifatnya yang global, maka penanganannya 
juga harus secara global dan oleh sebab itu dirasakan sangat perlu 
untuk membentuk organisasi-organisasi internasional yang 
khususnya menangani masalah-masalah tersebut. 
Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang 
cukup diperhitungkan oleh masyarakat internasional. Kawasan Asia 
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Tenggara hampir semuanya dihuni oleh negara-negara berkembang. 
ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 
Agustus 1967 dan ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri, yakni 
Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman 
(Thailand), Rajaratnam (Singapura), dan Narsisco Ramos (Filipina). 
Ditengah-tengah usahanya untuk menjadi negara yang maju, 
negara-negara di kawasan ini tidak luput dari berbagai pelanggaran 
HAM, baik itu pelanggaran HAM berat maupun ringan. Beberapa 
contoh kasus pelanggaran HAM yang menyita perhatian diantaranya: 
pelanggaran HAM di Myanmar dan pelanggaran HAM terhadap 
aktivis-aktivis di berbagai negara ASEAN. 
Sejak dibentuk pada tahun 1967, ASEAN terlihat menghindari 
penyelesaian sengketa, misalnya pembahasan isu-isu politik, 
keamanan dan hukum. Fakta demikianlah yang membuat ASEAN 
dianggap tidak mampu mewakili kepentingan negara anggotanya. 
Selain permasalahan internal tersebut, ASEAN juga dipengaruhi oleh 
geopolitik global dimana Cina dan India berkembang menjadi 
kekuatan yang luar biasa di benua Asia, bahkan dunia.33 
Negara-negara ASEAN sebenarnya telah meratifikasi instrumen-
instrumen HAM internasional dan berpartisipasi di berbagai perjanjian 
Internasional yang terkait dengan HAM khususnya deklarasi seperti 
Deklarasi HAM ASEAN dan Deklarasi Cha Am Hua Hin. Tapi 
                                                             
33Wiwin Yulianingsing & Moch. Firdaus Sholihin, Op.cit, 2014, Hlm. 241 
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kenyataannya komitmen untuk menjalankan instrument tersebut masih 
minim. Hal itu nampak dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang 
belum tuntas. Permasalahan ini kemudian menjadi sorotan negara-
negara anggota ASEAN. 
Deklarasi adalah perjanjian yang berisikan prinsip-prinsip umum 
hukum dan istilah deklarasi biasanya digunakan untuk kesepakatan 
ataupun pernyataan sikap para pihak yang dihasilkan dalam sebuah 
konferensi internasional. Pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji 
untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dimasa yang 
akan datang. Bedanya dengan perjanjian atau konvensi ialah 
deklarasi isinya ringkas dan padat, karena hanya berisi prinsip-prinsip 
ataupun ketentuan-ketentuan yang hanya bersifat formal seperti surat 
kuasa, ratifikasi dan lain-lainnya. Namun demikian, sesuai dengan 
praktek dan hukum kebiasaan, deklarasi dalam hukum internasional 
mempunyai daya hukum seperti perjanjian lainnya.34 
Pada Konferensi Dunia tentang HAM Tahun 1993, sebuah 
deklarasi disetujui oleh negara-negara anggota PBB di Wina yang 
disebut Vienna Declaration (Deklarasi Wina). Negara-negara anggota 
ASEAN pun juga menyetujui deklarasi ini, dan menjadi awal dari 
komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk menegakkan HAM di 
kawasan Asia Tenggara. Konferensi Dunia tentang HAM ini 
menyatakan perlunya untuk mempertimbangkan pembentukan 
                                                             
34 Kholis Roisah, Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik, Malang, 
Setara Press, 2015, Hlm. 9 
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perjanjian di tingkat regional dan sub regional untuk pemajuan dan 
perlindungan hak asasi manusia.  
Pada 23 Oktober 2009 di Hua Hin, Thailand, melalui KTT 
ASEAN yang ke-15 menghasilkan sebuah deklarasi untuk membentuk 
komisi HAM di kawasan ASEAN yaitu ASEAN Intergovernmental 
Commission On Human Rights yang disebut Deklarasi Cha Am, Hua 
Hin. Yang menjadi dasar pembentukan Deklarasi ini yakni pasal 14 
ASEAN Charter: 
(1) “In conformity with the purposes and principles of the 
ASEAN Charter relating to the promotion and protection of 
human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall 
establish an ASEAN human rights body” 
(2) This ASEAN human rights body shalloperate in accordance 
with the terms of reference to be determined by the ASEAN 
Foreign Ministers Meeting.” 
Sebelum AICHR diresmikan, Kerangka Acuan (TOR/Terms of 
Reference) sebagai dasar pelaksanaan AICHR diadopsi di KTT 
ASEAN ke-14 di Phuket, Thailand pada 20 Juli 200935. Ada 14 mandat 
yang menjadi dasar pelaksanaan dalam TOR AICHR, yakni: 
                                                             
35Prospek Mekanisme HAM ASEAN,  http://aichr.or.id/index.php/id/aichr-
indonesia/akuntabilitas-publik/rilis/23-prospek-mekanisme-ham-asean?showall=&start=2. 
Diakses pada 21 Januari 2016 
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1. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM dan 
kebebasan mendasar untuk melengkapi pembangunan komunitas 
ASEAN; 
2. Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN untuk membangun 
kerangka kerjasama HAM melalui berbagai konvensi ASEAN dan 
intstrumen lainnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia; 
3. Meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM antar masyarakat 
ASEAN melalui pendidikan, penelitian dan penyebaran informasi; 
4. Mengembangkan pembangunan kapasitas untuk efektifitas 
pelaksanaan kewajiban perjanjian internasional mengenai hak 
asasi manusia yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN; 
5. Mendorong negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkan 
mengikuti dan meratifikasi instrument internasional tentang hak 
asasi manusia; 
6. Mendorong pelaksanaan secara penuh instrument ASEAN yang 
terkait hak asasi manusia; 
7. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap 
masalah-masalah HAM untuk badan-badan sektoral ASEAN 
berdasarkan permintaan; 
8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN 
lainnya dan perusahaan yang terkait dengan ASEAN, termasuk 
organisasi masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya, 
sebagaimana dalam Bab V dari Piagam ASEAN; 
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9. Berkonsultasi yang mungkin sesuai dengan institusi nasional, 
regional , internasional dan entitas lainnya yang bersangkutan 
dengan pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia; 
10. Mendapatkan informasi dari negara-negara anggota ASEAN 
tentang pemajuan dan perlindungan HAM; 
11. Mengupayakan pendekatan dan posisi bersama tentang 
persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN; 
12. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN; 
13. Menyerahkan laporan  tahunan kegiatan, atau laporan lain yang 
diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM); 
14. Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan 
Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM). 
Kemudian pada KTT ke 21 tahun 2012 di Kamboja, 
menghasilkan Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights 
Declaration) yang merupakan salah satu mandat dalam TOR AICHR. 
Adapun beberapa point penting dalam deklarasi ini yaitu: 
a. Menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan 
perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta 
tujuan-tujuan, dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam 
ASEAN; 
b. Menekankan kembali komitmen ASEAN dan negara anggotanya 
terhadap Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Deklarasi dan 
Program Aksi Wina, dan instrument internasional HAM lainnya 
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yang di dalamnya negara ASEAN merupakan pihak, serta 
deklarasi dan instrument ASEAN yang relevan berkaitan dengan 
HAM; 
c. Pentingnya peran AICHR sebagai institusi penanggung jawab 
utama bagi pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN, yang 
berkontribusi bagi terbentuknya Komunitas ASEAN yang 
berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk 
pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan 
martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan yang lebih 
baik untuk masyarakat ASEAN; 
d. Menghargai AICHR yang telah menyusun deklarasi komprehensif 
tentang HAM melalui konsultasi dengan badan-badan sektoral 
ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya; 
e. Pentingnya kontribusi badan-badan sektoral ASEAN dan 
pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pemajuan dan 
perlindungan HAM di ASEAN, dan mendorong keterlibatan dan 
dialog yang berkelanjutan dengan AICHR. 
 
2. Penegakan HAM Di ASEAN dalam Kurun Waktu Tahun 2009-2015 
Pasca dibentuknya ASEAN Intergovernmental Commission On 
Human Rights (AICHR) 
Hak-hak asasi manusia yang sudah diakui secara universal, 
idealnya haruslah dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik 
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negara, organisasi internasional antar-pemerintah maupun non 
pemerintah, orang perorangan baik secara kolektif maupun individual. 
Tunkin menulis bahwa isi dari prinsip penghormatan kepada hak 
asasi manusia dalam hukum internasional dapat dinyatakan dalam 
tiga proposisi:36 
a. Semua negara berkewajiban menghormati hak-hak fundamental 
dan kebebasan semua orang di dalam wilayah mereka 
b. Negara berkewajian tidak memperbolehkan diskriminasi atas 
dasar jenis kelamin, ras, agama atau bahasa 
c. Negara bertugas mengembangkan penghormatan universal 
kepada hak asasi manusia dan bekerja sama satu sama lain 
untuk mencapai tujuan ini. 
Di dalam struktur organisasi ASEAN, ada banyak badan-badan 
sektoral sesuai bidangnya masing-masing. AICHR termasuk dari salah 
satu badan sektoral tersebut dan mengurus mengenai HAM di 
kawasan Asia Tenggara. AICHR terdiri atas 10 orang representatif 
yang berasal dari 10 negara anggota ASEAN. 
Sebelum adanya pembicaraan untuk membentuk AICHR, 
pembicaraan tentang HAM menjadi sesuatu hal yang sensitif di antara 
negara-negara ASEAN.Setiap negara memikirkan dan menyelesaikan 
persoalan HAM di negaranya masing-masing. Hal ini dikarenakan 
kondisi politik di masing-masing negara saat itu yang sedang 
                                                             
36 Malcolm N. Shaw QC, Op.cit., Hlm. 263 
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berdinamika. Ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM di kawasan 
Asia Tenggara saat itu seperti kasus  hilangnya para aktivis, 
perdagangan manusia, perudakan dan masih banyak lagi.Namun 
karena tidak adanya wadah untuk mengkomunikasikan masalah-
masalah tersebut di kawasan Asia Tenggara dan kondisi politik saat 
itu, sehingga masing-masing negara menangani masalah HAM 
masing-masing. 
Hukum Internasional secara langsung dalam prakteknya 
melekatkan kepada personalitas yuridik internasional sejumlah 
kapasitas seperti membuat perjanjian-perjanjian internasional, hak 
legasi, hak pengaduan, tanggung jawab organisasi terhadap 
perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ-
organnya dan lain-lain. Berikut beberapa wewenang organisasi 
internasional.37 
a) Wewenang Implisit Organisasi Internasional 
Teori wewenang implisit ini tidak lain merupakan petunjuk 
interpretasi terhadap akta konstitutif organisasi-organisasi 
internasional. Sebaliknya ada yang menyangsikan sifatnya yang 
kaku dan dapat disalah gunakan. Namun teori wewenang implisit 
ini dalam prakteknya selalu dipertahankan asal saja menghormati 
prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, akta-akta konstitutif 
sejumlah organisasi internasional dilengkapi dengan wewenang-
                                                             
37Boer Mauna.Op.cit., Hlm. 441-444 
57 
 
 
wewenang implisit, misalnya dengan mengijinkan organ-organ 
tertentu membentuk organ-organ subside yang dianggap perlu 
dalam melaksanakan fungsinya. 
b) Wewenang Normatif dan Wewenang Operasional 
Wewenang normatif adalah wewenang yang 
memperbolehkan organisasi internasional membuat norma-norma 
seperti ketentuan-ketentuan hukum atau keuangan. Organisasi-
organisasi internasional banyak yang menggunakan wewenang 
normatif dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan intern. 
Sehubungan dengan itu, hukum internasional dewasa ini sangat 
ditandai oleh sumbangan normatif dari organisasi-organisasi 
internasional baik regional maupun universal. Di samping itu 
wewenang normatif suatu organisasi internasional juga mencakup 
hak untuk ikut dalam konvensi-konvensi internasional. 
Selanjutnya wewenang operasional ini mempunyai ruang lingkup 
yang luas dan beraneka ragam. Wewenang tersebut meliputi 
semua kewenangan kegiatan organisasi di luar pembuatan 
norma-norma. Wewenang itu sering berbentuk dalam bantuan 
ekonomi, keuangan, administratif atau dalam hal-hal tertentu 
bantuan miiliter kepada negara-negara lain ataupun representasi 
diplomatik seperti hak legasi, pengawasan regularitas 
penyelenggaraan pemilu dan sebagainya. 
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c) Wewenang pengawasan dan Wewenang Sanksi 
Wewenang pengawasan ini adalah wewenang suatu 
organisasi internasional untuk mengawasi negara-negara anggota 
yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah 
disepakati sebelumnya. Mekanisme pengawasan ini makin 
menjadi penting terutama dalam perlindungan internasional hak-
hak asasi manusia, mengenai wewenang menjatuhkan sanksi 
dapat dikatakan bahwa banyak organisasi mempunyai ketentuan 
tersebut, seperti penangguhan hak suara yang tercantum dalam 
pasal 19 Piagam PBB, pasal 88 Konvensi ICAO, pasal 13.4 
Konstitusi ILO. Disamping itu perlu kiranya dicatat bahwa otonomi 
organisasi internasional terhadap negara-negara anggota 
mempunyai batas-batasnya pula. Memang organisasi 
internasional mempunyai personalitas internasional dan dapat 
menampilkan eksistensi yuridiknya sebagai suatu entitas 
korporatif dan subjek hukum yang berbeda dari negara. Namun 
organisasi internasional itu ketika menghadapi negara harus 
dalam bentuk kolektif karena organisasi hanya dapat 
menunjukkan identitasnya terhadap salah satu negara anggota 
melalui negara-negara anggota lainnya. 
Secara garis besar, AICHR menjalankan 2 fungsi utama dalam 
menjalankan tugasnya dalam menegakkan HAM di kawasan Asia 
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Tenggara, yakni fungsi promosi dan proteksi. Fungsi promosi yaitu 
fungsi dimana AICHR melakukan upaya-upaya untuk mempromosikan 
HAM.Ada banyak kegiatan, bahkan hampir seluruh kegiatan AICHR 
adalah kegiatan untuk mempromosikan HAM. Seperti dialog-dialog, 
menjadi konsultan badan-badan sektoral ASEAN yang terkait dengan 
HAM.Sedangkan fungsi proteksi yaitu fungsi dimana AICHR 
melakukan upaya-upaya untuk menjaga HAM di kawasan Asia 
Tenggara. 
Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh AICHR sesuai 
dengan Five-Year Work Plan of AICHR (2010-2015) yaitu: 
i. Mengembangkan dan menyelesaikan berbagai kegiatan dalam 
jangka pendek dan jangka panjang yang mendukung 
pelaksanaan rencana kerja 5 tahun AICHR; 
ii. Berdialog dan berkonsultasi dengan 3 Komunitas ASEAN 
mengenai pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia 
sesuai komunitas masing-masing; 
iii. Perkunjungan dengan badan-badan HAM regional dan 
internasional lainnya; 
iv. Membuat Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights 
Declaration); 
v. Mendukung pengembangan instrument hukum ASEAN lainnya 
mengenai hak asasi manusia yang dilakukan oleh badan-badan 
sektoral ASEAN lainnya; 
60 
 
 
vi. Mengembangkan informasi dasar umum tentang AICHR 
termasuk terjemahannya dalam setiap bahasa nasional negara 
anggota ASEAN; 
vii. Menyelenggarakan workshop/seminar baik sendiri maupun 
bekerjasama dengan lembaga lainnya baik ditingkat nasional 
maupun regional; 
viii. Menyelesaikan instrument internasional hak asasi manusia yang 
disetujui dan diratifikasi oleh negara anggota ASEAN; 
ix. Mendapatkan salinan laporan negara anggota ASEAN yang 
diberikan kepada badan hak asasi manusia PBB. 
Fungsi-fungsi ini dijalankan berdasarkan 14 mandat yang ada 
dalam TOR AICHR. Namun kenyataannya, hampir seluruh mandat 
tersebut untuk menjalankan fungsi promosi. Hal ini menyebabkan 
kenyataannya fungsi proteksi tidak bisa dijalankan dengan optimal 
oleh AICHR. Untuk memperkuat fungsi proteksi ini, Indonesia pada 
saat pembentukan TOR AICHR mengajukan 2 point mandat untuk 
AICHR yaitu investigation dan individual complaint. Tetapi mandat ini 
ditolak oleh negara-negara lainnya saat itu. 
Lemahnya fungsi proteksi oleh AICHR ini juga tidak lepas dari 
prinsip non-intervensi serta perbedaan latar belakang dari tiap negara 
anggota. Hal ini berpengaruh terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM 
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di kawasan ASEAN. Berikut beberapa kendala-kendala universalitas 
hak-hak asasi manusia:38 
a) Kendala Ideologi 
Perbedaan pandangan mengenai hak-hak asasi manusia 
paling tidak menampilkan dua konsepsi yang saling berbeda yaitu 
mengenai individu dalam masyarakat dan hubungan antara orang 
perorangan dan kekuasaan. Bila konsepsi Barat mengutamakan 
penghormatan terhadap hak-hak pribadi, sipil dan politik, 
konsepsi sosialis yang sampai akhir-akhir ini masih dipertahankan 
secara gigih oleh negara-negara sosialis Eropa Timur lebih 
menonjolkan peranan negara. Walaupun secara prinsip tidak 
menolak hak-hak individu, konsepsi sosialis ini pertama-tama 
menempatkan individu dalam hubungannya dengan masyarakat 
dimana individu tersebut adalah anggotanya. 
b) Kendala Ekonomi 
Pengembangan dan perlindungan hak-hak asasi manusia 
tidak begitu menimbulkan masalah di negara-negara dengan 
perekonomian yang cukup maju. Dalam masyarakat dengan 
tingkat hidup yang tinggi banyak waktu yang disisihkan untuk 
mengembangkan masalah-masalah non ekonomis seperti 
peningkatan kesadaran dan partisipasi politik dan pengembangan 
hak-hak sipil dan politik. Di negara-negara berkembang terutama 
                                                             
38Ibid Hlm. 614-618 
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yang paling ketinggalan, untuk kebutuhan pokok saja sulit 
dipenuhi sehingga sedikit sekali tersedia peluang untuk 
mengembangkan hak-hak sipil dan politik. Dengan bertopang 
pada realita konkret ini, negara-negara berkembang 
menggarisbawahi kaitan antara pengembangan ekonomi dan 
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.dalam konteks inilah 
harus ditampilkan pengertian hak untuk pembangunan. 
Selanjutnya dalam konsepsi negara-negara berkembang, hak-hak 
rakyat terutama hak atas kedaulatan dan sumber-sumber 
kekayaan alam dan hak-hak asasi manusia saling berkaitan erat 
satu sama lain. Perwujudan kaitan ini terutama terlihat dalam 
media perjanjian di bidang hak asasi tahun 1966 yang dalam 
masing-masing pasal 1-nya menegaskan hak rakyat untuk 
menentukan nasib sendiri sebelum menguraikan secara rinci hak-
hak asasi di bidang politik, sipil, ekonomi, sosial dan kebudayaan. 
Demikianlah selagi keadaan perekonomian negara-negara 
berkembang masih jauh ketinggalan terutama negara-negara 
yang paling miskin selama itu pula keadaan tersebut akan 
merupakan kendala bagi pengembangan yang harmonis dari hak-
hak asasi manusia. 
c) Kendala Teknis 
Disamping kendala-kendala konsepsional dan ekonomis 
tersebut, terdapat pula kendala tambahan yang dapat 
63 
 
 
memperlambat pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi 
manusia yaitu apa yang dinamakan kendala teknis. Kenyataan 
menunjukkan bahwa diantara konvensi-konvensi hak-hak asasi 
manusia yang berlaku sekarang ada yang diratifikasi oleh 
banyak negara dan ada pula yang masih sedikit ratifikasinya. Di 
samping sedikitnya jumlah ratifikasi ini terdapat pula 
ketidaksamaan waktu dan ketidakseragaman material. Yang 
dimaksudkan ketidaksamaan waktu adalah karena berbeda-
bedanya tanggal mulai berlakunya konvensi-konvensi yang sama 
oleh negara-negara pihak. Selanjutnya yang dimaksud dengan 
ketidakseragaman materiil ialah banyak negara yang menunda-
nunda atau membatalkan penerimaan pengawasan pelaksanaan 
ketentuan-ketentua konvensi. 
Begitu banyak pelanggaran terjadi dan juga begitu banyak 
laporan yang masuk ke AICHR, akan tetapi AICHR tidak mempunyai 
kewenangan untuk menindak laporan-laporan tersebut karena 
menghormati kedaulatan negara dan prinsip non intervensi..Sehingga 
yang bisa dilakukan oleh AICHR adalah membawa laporan-laporan 
tersebut ke dalam ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM). Dan 
yang sempat dibahas adalah kasus pelanggaran HAM terhadap etnis 
Rohingya di Myanmar pada ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) 
ke 48 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4 Agustus 2015. 
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Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan ke AICHR tidak 
dapat ditindaklanjuti karena tidak ada dalam mandat yang diberikan. 
Mandat yang ditawarkan pada saat pembentukan TOR untuk 
investigation dan individual complaint tidak disetujui oleh negara-
negara lainnya. Tetapi agar tetap bisa melakukan upaya proteksi 
terhadap pelanggaran HAM, AICHR Indonesia turut campur tangan 
pada beberapa kasus HAM yang ada di Indonesia. Hal ini memang 
tidak ada dalam mandat AICHR, akan tetapi AICHR Indonesia 
mengacu kepada SK Menteri Luar Negeri Indonesia kepada 
perwakilan Indonesia untuk AICHR yang membolehkan hal tersebut. 
Bahkan AICHR Indonesia melakukan upaya-upaya untuk kasus 
yang berada diluar Indonesia, melalui mekanisme informal yang 
disebut “Retreat Forum” atau “Silent Diplomacy”.  
Beberapa kasus yang pernah ditangani yaitu: 
i. Penangkapan 3 orang nelayan di Ujung Kulon. Pada tangal 3 
Oktober 2014, petugas Taman Nasional Ujung Kulon 
(TNUK)melakukan 64atrol di kawasan TNUK di laut dan hutan. 
Pada saat 64 atrol, petugas TNUK yang berpatroli di laut 
menemukan 3 orang nelayan yang sedang memasak di pinggir 
pantai. Nelayan tersebut kemudian diperiksa dan diinterogasi 
oleh petugas TNUK. Kemudian hasil pemeriksaan, menemukan  
kepiting sebanyak 6 ekor dan udang/lobster 4 ekor di perahu 
yang digunakan oleh ketiga nelayan tersebut. Saat kejadian itu, 
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terdapat juga nelayan dengan kapal-kapal besar dilokasi 
tersebut, tapi tidak dilakukan pemeriksaan. Kemudian petugas 
tersebut dan ketiga nelayan sepakat untuk melepaskan kepiting 
dan udang tersebut agar nelayan tersebut juga dilepaskan. 
Akan tetapi, menjelang pelepasan tersebut, muncul kabar dari 
petugas yang berpatroli di hutan bahwa ditemukan burung dan 
perangkap burung yang dituduhkan kepada mereka. Akhirnya, 
ketiga nelayan tersebut langsung dibawa ke Polsek Sumur 
untuk diproses. Dari hasil pemeriksaan, ketiga nelayan tersebut 
mengakui hanya mengambil kepiting dan udang. Dalam kasus 
ini, AICHR Indonesia memberikan bantuan hukum dan menjadi 
saksi ahli dalam persidangan kasus ini. 
ii. Kasus pembunuhan oleh seorang TKI bernama Wilfrida kepada 
majikannya. Seorang TKI bernama Wilfrida Soik dituduh 
melakukan pembunuhan berencana kepada majikannya dan 
dituntut hukuman mati oleh jaksa. Namun, pengadilan Malaysia 
memutuskan Wilfrida tidak bersalah, karena Wilfrida mengalami 
gangguan jiwa, sehingga Wilfrida hanya di rehabilitasi di 
Rumah Sakit Jiwa. Peran AICHR Indonesia dalam kasus ini 
yaitu Perwakilan Indonesia untuk AICHR Rafendi Djamin 
mendorong koleganya, wakil Malaysia untuk AICHR Dato’ Sri 
Dr. Muhammad Shafee Abdullah, yang juga ikut menguatkan 
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tim pengacara Wilfrida yang ditunjuk oleh Kedutaan Indonesia 
di Malaysia, untuk mencegah vonis hukuman mati. 
Tindakan AICHR Indonesia ini dalam menjalankan fungsi 
proteksi kemudian mendapat apresiasi oleh AMM ke 48 di Kuala 
Lumpur.Karena lemahnya mandat yang diberikan kepada AICHR, 
sehingga proses hukum pelanggaran-pelanggaran HAM diselesaikan 
oleh masing-masing negara. Namun, hanya 5 negara saja yang 
memiliki lembaga khusus yang menangani masalah HAM, yaitu: 
Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Myanmar. Selain itu, 
proses pemilihan perwakilan tiap negara untuk AICHR juga 
memberikan pengaruh terhadap integritas AICHR dalam penegakan 
HAM. Hanya Indonesia dan Thailand yang proses pemilihan 
komisionernya bersifat terbuka untuk semua kalangan, sehingga 
orang-orang yang terpilih adalah orang independent. Berbeda dengan 
negara lainnya yang perwakilannya dilakukan secara tertutup oleh 
pemerintahannya masing-masing. 
Beberapa implementasi kegiatan dari Five Year Work Plan 
AICHR tahun 2010-2015 yaitu: 
i. Regional Dialogue AICHR on the Mainstreaming of the Rights 
of Persons with Disabilities in the ASEAN Community (1-3 
Desember 2015 di Bangkok, Thailand) 
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ii. Regional Workshop AICHR on the Role of Youth in Promoting 
Human Rights in Asean: Making Rights A Reality (30-31 
Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia) 
iii. AICHR Workshop on the Implementation of Human Rights 
Obligations Relating to the Environment and Climate Change 
(26-27 September 2015 di Mandalay, Myanmar) 
iv. AICHR Youth Debates on Human Rights (5-6 September 2015 
di Singapura) 
v. Sharing National Experience on Human Rights Implementation 
in ASEAN (17-18 Desember 2014 di Luanprabang, Laos) 
vi. The AICHR Training of Trainers on ASEAN Human Rights 
Mechanisme for ASEAN Member States Law Enforcement 
Officers (27-30 November 2014 di Bali, Indonesia) 
vii. Workshop on Coorporate Social Responsibility (CSR) and 
Human Rights in ASEAN: Outcames of the AICHR Thematic 
Study (13-14 Juni 2014 di Singapura) 
viii. The AICHR and ACWC(ASEAN Commission on the Promotion 
and Protection of the Rights of Women and Children) 
Consultation Meeting (25 April 2014 di Sekretariat ASEAN) 
ix. Consultation on the AICHR’s Thematic Study on Migration (17 
Oktober 2013 di Bangkok, Thailand) 
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x. Intensive Learning Workshop on Womens Human Rights for the 
Regional and National Secretariats to ASEAN Human Rights 
Bodies (18-21 Maret 2013 di Bali, Indonesia) 
xi. Regional Workshop and Coonsultation on Business and Human 
Rights in ASEAN (11-12 Desember 2012 di Singapura) 
xii. Menyusun draft ASEAN Human Rights Declaration yang 
kemudian disetujui pada KTT ASEAN 21 di Bangkok tahun 
2012 
Pada kawasan regional lainnya, pelanggaran-pelanggaran hak 
asasi manusia yang konvensional diselesaikan melalui mekanisme 
internasional sebagaimana diatur di dalam konvensi-konvensi 
internasional regional tentang hak asasi manusia. Sebagai contoh 
adalah Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi dan 
Kebebasan Fundamental Manusia (European Convention on the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950), 
Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia, 1969 (American 
Convention on Human Rights, 1969), Piagam Afrika tentang Hak-Hak 
Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat, 1981 (African Charter on Human 
and Peoples Rights, 1981). 
Diantara ketiga konvensi regional ini, yang paling efektif dalam 
implementasinya adalah European Convention on the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950. Dalam sistem 
Konvensi Eropa ini, suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 
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diduga dilakukan oleh suatu negara terhadap hak-hak asasi manusia 
seseorang, melalui suatu mekanisme yang sudah ditetapkan dalam 
konvensi itu, jika memenuhi syarat, dapat diajukan ke hadapan 
Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Mahkamah akan memeriksa 
dan memutuskannya dengan putusan yang mempunyai kekuatan 
mengikat yang pasti dan selanjutnya putusan itu akan dieksekusi. 
Misalnya, jika terbukti bahwa negara yang bersangkutan telah 
melanggar hak asasi manusia dari orang tersebut, maka negara itu 
(sesuai dengan isi putusannya) diwajibkan melakukan rehabilitasi atau 
memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya. Akan 
tetapi karena situasi dan kondisi dari masing-masing kawasan tempat 
berlakunya konvensi itu tidak sama, maka dalam kenyataannya 
konvensi hak-hak asasi manusia kawasan itupun tidak sama 
efektifitasnya.39 
 
  
                                                             
39 I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Bandung, CV Yrama 
Widya, 2004, Hlm. 99 
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BAB V 
PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 
a. Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission On Human 
Rights (AICHR) dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus 
pelanggaran  HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. 
Negara-negara ASEAN telah terlibat dalam berbagai instrument-
instrumen  internasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia 
baik itu yang berupa deklarasi maupun konvensi. Pada Konferensi 
Dunia tentang HAM Tahun 1993 di Wina, negara-negara anggota 
ASEAN turut terlibat di dalamnya yang menghasilkan Vienna 
Declaration yang didalamnya juga menekankan agar perlunya 
dibentuk badan/organ di tingkat regional yang mengurus 
mengenai HAM. Kemudian pada pengesahan Piagam ASEAN 
pada tahun 2007, juga dimasukkan dalam Pasal 14 bahwa untuk 
mencapai tujuan dan prinsip Piagam ASEAN mengenai promosi 
dan proteksi Hak Asasi Manusia, maka ASEAN harus membentuk 
sebuah badan HAM ASEAN. Piagam ASEAN ini kemudian 
menjadi dasar terbentuknya ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights. 
b. Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada AICHR melalui 
Termrs of Reference/TOR, secara garis besar ada 2 tugas utama 
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AICHR dalam menegakkan HAM, yakni fungsi promosi dan 
proteksi. Namun kenyataannya dalam menegakkan HAM pasca 
terbentuknya AICHR hanya fungsi promosi yang bisa berjalan 
dengan maksimal. Fungsi proteksi kurang maksimal karena 
adanya keterbatasan mandat yang diberikan dalam TOR AICHR. 
Prinsip non-intervensi juga memberikan pengaruh kurangnya 
tekanan yang mampu diberikan AICHR terhadap negara-negara 
untuk menegakkan HAM dinegaranya. 
2. Saran 
a. Perlunya penguatan mandat proteksi kepada AICHR, karena 
tanpa adanya mandat proteksi yang jelas, AICHR tidak akan 
berfungsi sebagai lembaga penegak Hak Asasi Manusia yang 
mempunyai kekuatan yang kuat dalam menindak pelanggaran-
pelanggaran HAM yang terjadi. 
b. Perlunya Hak Asasi Manusia masuk ke seluruh badan-badan 
sektoral ASEAN, sehingga AICHR dapat betul-betul menjadi 
konsultan bagi badan-badan sektoral ASEAN lainnya, sehingga 
saat badan sektoral ASEAN lainnya akan menjalankan tugasnya, 
kebijakan-kebijakan yang diambil memperhatikan hak asasi 
manusia. 
c. Perlunya AICHR berkonsultasi dengan masyarakat sipil. Dokumen 
dan mekanisme-mekanisme lainnya perlu terbuka untuk diakses 
oleh sipil, sehingga ada fungsi monitoring. 
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d. Pemilihan perwakilan AICHR oleh masing-masing negara agar 
dilakukan secara terbuka, tidak terbatas pada kalangan birokrasi 
pemerintah agar kinerja perwakilan dapat lebih maksimal, tanpa 
terbebani oleh tekanan pemerintah. 
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CHA-AM HUA HIN DECLARATION ON THE INTERGOVERNMENTAL 
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 
 
WE, the Heads of State/Government of the Member States of 
theAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN), on the occasion of 
the 15th ASEAN Summit in Thailand; 
RECALLING Article 14 of the ASEAN Charter on the establishment of 
anASEAN human rights body and ASEAN’s commitment to the promotion 
and protection of human rights and fundamental freedoms; 
WELCOMING the entry into force of the Terms of Reference (TOR) on 
thebasis of which the ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights (AICHR) shall operate; 
 
DO HEREBY: 
 
1. APPLAUD the inauguration of the AICHR as giving 
concreteexpression to the implementation of Article 14 of the ASEAN 
Charter and ASEAN’s commitment to pursue forward-looking strategies to 
strengthen regional cooperation on human rights; 
2. ENDORSE the implementation of the TOR of the AICHR as 
preparedby the High Level Panel and formally determined by the ASEAN 
Foreign Ministers; 
3. CONGRATULATE the Representatives to the AICHR on the 
irappointment by ASEAN Member States; 
4. EMPHASISE the importance of the AICHR as a historic milestone 
inASEAN community-building process, and as a vehicle for progressive 
social development and justice, the full realisation of human dignity and 
the attainment of a higher quality of life for ASEAN peoples; 
5. ASSURE the AICHR of full support and provision of 
adequateresources by ASEAN Member States; 
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6. ACKNOWLEDGE the contribution of stakeholders in the 
promotionand protection of human rights in ASEAN, and encourage their 
continuing engagement and dialogue with the AICHR; 
7. RECOGNISE that the TOR of the AICHR shall be reviewed every 
fiveyears after its entry into force to strengthen the mandate and functions 
of the AICHR in order to further develop mechanisms on both the 
protection and promotion of human rights. This review and subsequent 
reviews shall be undertaken by the ASEAN Foreign Ministers Meeting; 
8. EXPRESS confidence that ASEAN cooperation on human rights 
willcontinue to evolve and develop so that the AICHR will be the 
overarching institution responsible for the promotion and protection of 
human rights in ASEAN. 
 
ADOPTED in Cha-am Hua Hin, Thailand, this Twenty-Third Day of 
Octoberin the Year Two Thousand and Nine. 
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DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN 
 
KAMI,  para  Kepala  Negara/Pemerintahan  Negara  Anggota  
Perhimpunan  Bangsa-BangsaAsia  Tenggara  (selanjutnyadisebut  
“ASEAN”), yakni Brunei  Darussalam,Kerajaan Kamboja, Republik 
Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, 
Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik 
Sosialis Viet Nam, pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 
ke-21 di Phnom Penh, Kamboja. 
 
MENEGASKAN kepatuhan kami terhadap tujuan dan prinsip-prinsip 
ASEANsebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN, khususnya 
penghormatan terhadap pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar, serta prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan 
tata pemerintahan yang baik; 
 
MENEGASKAN LEBIH LANJUT komitmen kami terhadap Deklarasi 
Universal HakAsasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi 
manusia internasional yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN 
merupakan pihak; 
 
MENEGASKAN PULA pentingnya upaya-upaya ASEAN dalam 
memajukan hak asasimanusia, termasuk Deklarasi bagi Pemajuan 
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Perempuan di Kawasan ASEAN dan Deklarasi tentang Penghapusan 
Kekerasan terhadap Perempuan di Kawasan ASEAN; 
 
MEYAKINI bahwa Deklarasi ini akan membantu terbentuknya kerangka 
kerja sama hakasasi manusia di kawasan dan berkontribusi terhadap 
proses pembentukan komunitas ASEAN; 
 
DENGAN INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT: 
PRINSIP UMUM 
1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak 
yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta harus 
bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat kemanusiaan. 
 
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang 
tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, 
jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau 
pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, 
status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya. 
 
3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai 
pribadi di hadapanhukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. 
Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa 
diskriminasi. 
 
4. Hak-hak perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang 
disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan 
merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang 
melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan. 
 
5. Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat 
ditegakkan, yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwenang 
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lainnya, atas perbuatan yang melanggar hak-hak yang diberikan 
kepada orang tersebut oleh konstitusi atau hukum. 
 
6. Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus diimbangi 
dengan pelaksanaan kewajiban mengingat setiap orang memiliki 
tanggung jawab terhadap individu lainnya, komunitas, dan masyarakat 
tempat tinggalnya. Merupakan kewajiban utama Negara Anggota 
ASEAN untuk memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar. 
 
7. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling 
tergantung, dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil 
dan setara, dalam kedudukan yang sama dan dengan penekanan 
yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia 
harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat 
latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan 
agama yang berbeda-beda. 
 
8. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus 
dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar orang lain. Pelaksanaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan 
oleh hukum dengan tujuan semata-mata untuk memberikan 
pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang 
lain, dan untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional, ketertiban 
umum, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, moralitas 
masyarakat, dan kesejahteraan umum rakyat dalam masyarakat 
demokratis. 
 
81 
 
 
9. Dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan yang 
terkandung dalam Deklarasi ini, prinsip-prinsip ketidakberpihakan, 
objektivitas, non selektivitas, non-diskriminasi, non-konfrontasi, serta 
penghindaran standar ganda dan politisasi harus senantiasa 
ditegakkan. Proses pemenuhan tersebut harus mempertimbangkan 
partisipasi masyarakat, inklusivitas, dan perlunya akuntabilitas. 
 
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK 
10. Negara Anggota ASEAN menegaskan semua hak sipil dan politik di 
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara 
Anggota ASEAN menegaskan hak-hak dan kebebasan dasar sebagai 
berikut. 
 
11. Setiap orang mempunyai hak atas hidup yang melekat pada dirinya 
yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas 
hak hidupnya kecuali ditentukan lain oleh hukum. 
 
12. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. 
Tidak seorang pun dapat ditangkap secara sewenang-wenang, 
digeledah, ditahan, diculik, atau dikenai bentuk perampasan 
kemerdekaan lainnya. 
 
13. Tidak seorang pun dapat diperhambakan atau diperbudak dalam 
bentuk apapun, atau menjadi korban penyelundupan maupun 
perdagangan manusia, termasuk untuk tujuan perdagangan organ 
tubuh manusia. 
 
14. Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau 
hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. 
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15. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak dan bertempat 
tinggal dalam batas-batas setiap Negara. Setiap orang memiliki hak 
untuk meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri dan 
untuk kembali ke negaranya. 
 
16. Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menerima suaka di 
negara lain sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian 
internasional yang berlaku. 
 
17. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, 
melepaskan, dan memberikan harta yang secara sah diperoleh sendiri 
atau bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorang pun boleh 
dirampas harta miliknya dengan sewenang-wenang. 
 
18. Setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan sebagaimana 
diatur dalam hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut 
kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya 
untuk mengganti kewarganegaraannya. 
 
19. Keluarga sebagai satuan masyarakat yang alami dan mendasar 
berhak atas pelindungan oleh masyarakat dan setiap Negara Anggota 
ASEAN. Laki-laki dan perempuan dewasa mempunyai hak untuk 
menikah sesuai dengan kebebasan dan pilihannya sendiri, membentuk 
keluarga, dan bercerai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
 
20. (1) Setiap orang yang didakwa atas suatu tindak pidana harus 
dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan 
ketentuan hukum dalam pengadilan yang adil dan terbuka, oleh 
pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak, yang 
menjamin hak tersangka untuk membela dirinya. 
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(2) Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak 
pidana karena perbuatan atau kelalaian apapun yang pada saat 
dilakukan bukan merupakan tindak pidana menurut hukum nasional 
atau hukum internasional dan tidak seorang pun boleh dipidana lebih 
berat daripada yang telah ditetapkan oleh hukum pada saat tindak 
pidana tersebut dilakukan. 
 
(3) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk 
kejahatan yang telah dipidanakan kepadanya atau dibebaskan sesuai 
dengan hukum pidana dan hukum acara pidana masing-masing 
Negara Anggota ASEAN. 
 
21. Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari campur tangan yang 
sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, atau 
yang terkait termasuk data pribadi, atau untuk menyerang kehormatan 
dan reputasi orang tersebut. Setiap orang berhak atas perlindungan 
hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut. 
 
22. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, 
dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan 
kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan. 
 
23. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan 
berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat 
tanpa gangguan dan untuk 
mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, 
tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut. 
 
24. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul secara damai. 
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25. (1) Setiap orang yang merupakan warga negara dari negaranya 
berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara 
langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih secara 
demokratis, sesuai dengan hukum nasional. 
 
(2) Setiap warga negara berhak memilih pada pemilihan umum 
berkala yang jujur dan adil, yang harus, dengan hak pilih dan hak 
suara yang universal, setara, dan rahasia, menjamin pengungkapan 
kehendak bebas para pemilih, sesuai dengan hukum nasional. 
 
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 
26. Negara Anggota ASEAN menegaskan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, 
dan budaya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara 
khusus, Negara Anggota ASEAN menegaskan sebagai berikut: 
 
27. (1) Setiap orang berhak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, 
untuk menikmati kondisi kerja yang adil, layak, dan baik dan untuk 
memiliki akses terhadap skema bantuan bagi mereka yang tidak 
mempunyai pekerjaan. 
(2) Setiap orang berhak membentuk serikat pekerja dan bergabung 
dengan serikat pekerja sesuai dengan pilihannya guna melindungi 
kepentingannya, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. 
(3) Anak atau remaja tidak boleh menjadi korban eksploitasi ekonomi 
dan sosial. Mereka yang mempekerjakan anak-anak dan remaja dalam 
pekerjaan yang membahayakan moral atau kesehatan, mengancam 
nyawa, atau dapat mengganggu perkembangan diri mereka, termasuk 
pendidikannya, harus dikenai sanksi hukum. Negara Anggota ASEAN 
juga wajib menetapkan batas usia pekerja anak sehingga 
mempekerjakan buruh anak harus dilarang dan dikenai sanksi hukum. 
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28. Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan 
keluarganya, termasuk: 
a. hak atas pangan yang layak dan terjangkau, bebas dari kelaparan, 
dan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi; 
b. hak atas sandang; 
c. hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau; 
d. hak atas perawatan medis dan pelayanan sosial pokok; 
e. hak atas air bersih dan sanitasi yang layak; 
f. hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan terpelihara. 
 
29. (1) Setiap orang berhak menikmati kesehatan fisik, mental, dan 
reproduksi dalam standar pencapaian tertinggi, pelayanan kesehatan 
dasar dan terjangkau, serta memiliki akses terhadap fasilitas medis. 
(2) Negara Anggota ASEAN wajib menciptakan lingkungan yang positif 
untuk mengatasi stigma, ketidakpedulian, penolakan, dan diskriminasi 
dalam upaya pencegahan, perawatan, kepedulian, dan dukungan 
kepada para penderita penyakit menular, termasuk HIV/AIDS. 
30. (1) Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial, termasuk 
asuransi sosial jika tersedia, yang membantu dirinya untuk menjamin 
sarana kehidupan yang bermartabat dan layak. 
(2) Pelindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu sebelum dan 
setelah masa melahirkan dalam jangka waktu yang wajar sesuai 
dengan hukum dan peraturan nasional. Selama masa tersebut, ibu 
yang bekerja harus diberi cuti dengan tanggungan atau cuti dengan 
manfaat jaminan sosial yang memadai. 
(3) Ibu dan anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus. Setiap 
anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, berhak 
menikmati perlindungan sosial yang sama. 
 
31. (1) Setiap orang berhak atas pendidikan. 
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(2) Pendidikan dasar adalah wajib dan disediakan secara cuma-cuma 
bagi semua orang. Pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya 
wajib tersedia dan dapat diakses oleh semua orang melalui sarana 
apapun yang memungkinkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus 
tersedia secara umum. Pendidikan tinggi harus dapat diakses secara 
merata oleh semua orang atas dasar kualitas diri. 
(3) Pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk mengembangkan 
kepribadian dan kesadaran akan martabatnya. Pendidikan harus 
memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN. Lebih lanjut, pendidikan 
harus membuka peluang kepada semua orang untuk berpartisipasi 
secara efektif dalam masyarakatnya masing-masing, memajukansaling 
pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, ras 
dan kelompok agama, dan meningkatkan kegiatan ASEAN guna 
memelihara perdamaian. 
 
32. Setiap orang berhak, baik secara sendiri maupun bersama-sama, 
untuk bebas berperan serta dalam kehidupan budaya, untuk menikmati 
kesenian dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 
penerapannya, serta untuk memperoleh manfaat atas perlindungan 
kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra, 
atau karya seni ciptaan seseorang. 
 
33. Negara Anggota ASEAN harus mengambil langkah-langkah, baik 
sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama regional dan 
internasional, khususnya kerja sama ekonomi dan teknis, hingga batas 
maksimal sumber daya yang ada, dengan tujuan memenuhi hak-hak 
ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif sebagaimana diakui 
dalam Deklarasi ini. 
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34. Negara Anggota ASEAN dapat menentukan sejauh mana mereka 
akan menjamin hak-hak ekonomi dan sosial yang tercantum dalam 
Deklarasi ini kepada yang bukan warga negaranya, dengan sungguh-
sungguh mempertimbangkan hak asasi manusia, serta pengelolaan 
dan sumber daya ekonomi nasional masing-masing. 
 
HAK ATAS PEMBANGUNAN 
35. Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dipisahkan dari pandangan bahwa setiap manusia dan masyarakat 
ASEAN berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, menikmati, dan 
mendapatkan manfaat yang sama dan berkelanjutan dari 
pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hak atas 
pembangunan harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan 
pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan 
datang secara seimbang. Walaupun pembangunan memudahkan dan 
penting bagi pemenuhan seluruh hak asasi manusia, keterbatasan 
pembangunan tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran atas 
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui 
secara internasional. 
36. Negara anggota ASEAN harus memiliki program pembangunan yang 
berorientasi pada masyarakat dan tanggap terhadap gender yang 
bertujuan untuk mengentaskan orang dari kemiskinan, untuk 
menciptakan kondisi-kondisi yang meliputi pelindungan dan 
keterpeliharaan lingkungan agar masyarakat ASEAN dapat menikmati 
semua hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi ini 
secarasetara, serta untuk mempersempit kesenjangan pembangunan 
di ASEAN secara progresif. 
 
37. Negara Anggota ASEAN mengakui bahwa pelaksanaan hak atas 
pembangunan membutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif 
pada tingkat nasional serta hubungan ekonomi dan kerja sama 
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internasional yang setara, serta lingkungan ekonomi internasional yang 
mendukung. Negara Anggota ASEAN harus mengarusutamakan aspek 
multidimensi dari hak atas pembangunan ke dalam bidang-bidang 
terkait dari pembentukan komunitas ASEAN dan setelahnya, dan harus 
bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memajukan 
pembangunan yang merata dan berkelanjutan, praktik perdagangan 
yang adil, dan kerja sama internasional yang efektif. 
 
HAK ATAS PERDAMAIAN 
38. Setiap orang dan masyarakat ASEAN memiliki hak untuk menikmati 
perdamaian dalam kerangka keamanan dan stabilitas, netralitas dan 
kebebasan ASEAN, sehingga hak-hak yang tercantum dalam 
Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Untuk tujuan tersebut, 
Negara Anggota ASEAN harus terus-menerus memperkuat 
persahabatan dan kerja sama dalam memajukan perdamaian, 
keharmonisan, dan stabilitas di kawasan. 
 
KERJA SAMA DALAM PEMAJUAN DAN PELINDUNGAN HAK ASASI 
MANUSIA 
39. Negara Anggota ASEAN memiliki kepentingan dan komitmen bersama 
terhadap pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia serta 
kebebasan dasar yang harus dicapai, antara lain, melalui kerja sama 
satu sama lain serta melalui lembaga/organisasi nasional, regional, 
dan internasional yang relevan, sesuai dengan Piagam ASEAN. 
 
40. Tidak ada ketentuan dalam Deklarasi ini yang dapat diartikan sebagai 
suatu hak bagi negara, kelompok, atau orang untuk melakukan 
tindakan yang bermaksud memperlemah tujuan dan prinsip ASEAN, 
atau melanggar hak dan kebebasandasar apapun yang ditetapkan 
dalam Deklarasi ini dan instrumen internasional hak asasi manusia 
yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak. 
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Disahkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota 
ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November 
Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris. 
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